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ABSTRAK

Nama : Melissa Louisiana, SH.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Peran dan tanggung jawab Notaris dalambpétahuan

perubahangargn dasar Perseroan Terbatas (PT) kepada
Kementeriankdm dan HAM melalui Sistem
Administr&adan Hukum (SABH)

Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatah@Ri§ mempunyai anggaran
dasar. Anggaran dasar ini merupakan ‘aturan mangyharus dipenuhi oleh PT
dalam menjalankan kegiatannya. Walaupun AnggarasabDsebagai pedoman
PT dalam menjalankan kegiatannya, namun anggawsar dapat diubah oleh PT
yang bersangkutan. Perubahan anggaran dasar seegerdan Terbatas, tidak
mungkin dilepaskan dari peran seorang Notaris, er&r undang-undang
mensyaratkan bahwa perubahan anggaran dasar tehsgbs dituangkan dalam
akta notaris, perubahan anggaran dasar diajukaKekeenterian Hukum dan
HAM Republik Indonesia melalui online sistem ya8istem Administrasi Badan
Hukum (SABH), pengajuan ini harus dilakukan daleangka waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal akta. Dalam hal ini Nistgnga memegang peranan
yang sangat penting, mengingat hanya Notaris yaapgatdmengakses SABH.
Dalam praktek, dapat terjadi pengajuan perubahggaaan dasar ini lewat dari
jangka waktu yang ditetapkan, sehingga tidak dadakukan akses atas akta
tersebut. Hal ini tentu menjadi masalah mengingaulpahan anggaran dasar
harus diajukan pengurusannya ke Kementerian Hukam HAM. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan metode yurigsmatif, dimana penulis
menekankan pada norma hukum tertulis dan wawandengan narasumber.
Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwatusakta perubahan anggaran
dasar yang terlambat diajukan ke Kementerian Hukiam HAM, dapat tetap
diproses dengan cara membuat akta penegasan kedabalakta yang proses
pengajuan kepada Kementerian Hukum dan HAM terlandyaebut. Jika RUPS
dibuat dengan akta Notaris, dan jika RUPS dibawahgdn, maka harus
diselenggarakan kembali RUPS untuk menegaskan Kepdrabahan Anggaran
dasar tersebut.

Kata kunci : Perubahan anggaran dasar, peran aaggung jawab Notaris,
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
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ABSTRACT

Name . Melissa Louisiana, SH.
Major . Master of Notary
Title : Role and Responsibility of a Notary totiipthe

AmendmentAaficle of Association of Limited Liability
Company TeeMinistry of Law and Human Rights
Through thdrinistrative System for Legal Entities
(SABH)

As a legal entity, a limited liability company musdve an Article of Association
or AOA. AOA could be regarded as the guideline whig limited liability
company always needs to follow in doing its bussnealthough it is the
guideline, a limited liability company could stithange its AOA. This AOA
amandment cannot be separated from a role of arfjNotdnom entitled by the
regulations to declare the amandment in a formnofathentic deed.The AOA
amandment should be submitted to the Ministry ofvLand Human Rights
through an online system named SABH within 30 dagse the date of the deed.
Regarding this matter, a Notary also has a vergiaruole considering that only
Notary could access the SABH. In practice, it conddured that the submission
of the AOA’s amandment done exceeding the regulatee limit, and this would
caused the deed to be non-accessable. This wouddgoeblem considering the
amandment of AOA should be submitted to and praezkby the Ministry of Law
and Human Rights. In this research, the writer wsedrmative juridical method,
where the writer focused on the written norms ahd interview with the
informant. Based on the research, it could be emed that an authentic deed of
an amandment of an AOA which submitted exceededinie limit could still be
proceeded by creating a restatement deed fromatieesubmitted deed. If the
shareholders meeting was stated with either authentprivately drawn up deed,
then the shareholders meeting should be held dgaietstate the amandment of
the AOA.

Key words: amendment of article of associatiore rand resposibility of a
Notary, Administrative System for Legal EntitiesAEH).
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1.L atar Belakang

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatasa{Pdiapat dilihat
secara fisik kecuali aset-asetnya (kantor gedumgpdaa karyawannya). Dalam
bentuk real-nya badan hukum PT dapat dillihat danggaran Dasar-nya.
Anggaran Dasar PT mencantumkan tugas dan tanggwagbj serta hak dan
kewajiban seluruh Organ PT, sehingga Anggaran D&3ardapat dikatakan
merupakan bentuk konkret dari sebuah badan hukum PT

Dalam Pasal 1 ayat (1) butir 1 Undang-Undang no#trtahun 2007
tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Pe@e, adalah badan hukum
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasa perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yalhgubeya terbagi dalam
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkanldhelang-Undang ini serta
peraturan pelaksanaanny3”

Berdasarkan besarnya modal dan jumlah pemegamagnssérta perolehan
sahamnya, PT dapat dibedakan %tas

a. PT Tertutup;

b. PT terbuka.
Perseroan terbatas (PT) merupakan badan huftegal entity) yaitu badan
hukum “mandiri” yang memiliki sifat dan ciri kuadis yang berbeda dari bentuk
badan usaha yang lain, PT mempunyai karakterisblgai berikut

a. Sebagai asosiasi modal;

b. Kekayaan dan hutang PT terpisah dari kekayaan démdép pemegang

saham;

! Dadang Sukandar, “Anggaran Dasar Perseroan Terbatas”,
http://dadangsukandar.wordpress.com/2011/04/10/anggaran-dasar-perseroan-terbatas/,
diunduh pada tanggal 22 Mei 2011

2Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106
Tahun 2007, TLN No. 4756.

*|.G.Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, cet.7, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2007), halaman 140
4lbid, halaman 143

Universitas Indonesia
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c. Pemegang saham:

* Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetort@ntanggung
jawabnya terbatas, inilah mengapa PT sering dissmiagai
limited liability;

» Tidak bertanggung jwab atas kerugian PT melebilai rsaham
yang telah diambilnya;

» Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas parkgang dibuat
atas nama Perseroan.

Namun, hal-hal tersebut diatas tidak berlaku apabil

a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum &tk
terpenuhi;

b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsunguatatidak
langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroatu
kepentingan pribadi;

c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalanbuagan
melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

d. Pemegang saham yang bersangkutan baik secara laggsu
maupun tidak langsung secara melawan hukum mengguana
kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaaseRamn
menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang Perseroan

d. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham elagunps atau
Direksi.
e. Memiliki Dewan Komisaris yang berfungsi sebagaigmmas
Anggaran dasar dari suatu Perseroan Terbatas {@pat dikatakan
merupakan ‘aturan main’ yang harus dipatuhi oleliageorgan PT dalam
menjalankan kegiatan PT tersebut. Di dalam anggdesar, dimuat hak dan
kewajiban dari masing-masing organ PT, yaitu Rajraum Pemegang Saham
(RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.Selain perubalm@engurus, dapat
dikatakan pula bahwa anggaran dasar PT merupalen gadoman dasar dalam
menjalankan PT tersebut, baik dalam menjalankamatey usaha, pelaksanaan
RUPS termasuk tata cara atau prosedur yang hariakukian sebelum
melaksanakan RUPS, pemilihan dan pengangkatandbidek Dewan Komisaris

PT tersebut.

5Undang—Undomg Tentang Perseroan Terbatas, op.cit, Pasal 3 ayat (2)

Universitas Indonesia
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PT merupakan suatu badan hukum yang didirikanasaritan perjanjian.
Anggaran dasar PT merupakan perwujudan dari pafpamgrsebut. ini artinya
suatu anggaran dasar pada dasarnya merupakanjiparjantara pihak-pihak
yang terlibat dalam PT tersebut, dalam hal ini a@dabrgan PT. Perjanjian
merupakan hal yang diatur dalam buku Il KUH Pesidging menganut asas
terbuka, ini artinya ada beberapa ketentuan yammtddisimpangi, sepanjang
ketentuan tersebut tidak bersifat memaksa.

Mengingat perjanjian pada dasarnya merupakan kkagm para pihak,
maka para pihak diberikan kebebasan untuk menemtkikaisula-klausula yang
akan dimasukkan dalam perjanjian tersebut, tents®j@ama tidak bertentangan
dengan peraturan perundangan yang berlaku, hajuga berlaku untuk PT.
Namun, perlu diingat bahwa dalam setiap perjanjeta persyaratan mendasar
yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut mesjaaku perjanjian yang sah
yaitu®:

1. Sepakat;

2. Cakap;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Selain itu, perlu diketahui juga bahwa dalam pd$aklyat (1) Undang-
Undang nomor 40 tahun 200fentang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa
anggaran dasar PT sekurang-kurangnya memuat:

Nama dan tempat kedudukan Perseroan;

Maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan;

Jangka waktu berdirinya Perseroan;

Besarnya modal dasar, modal ditempatkan, dan mdidetor;

Jumlah saham, klasifikasi saham, apabila ada, herikimlah saham

untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat paddap saham dan nilai

nominal setiap saham;

Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewami&aris;

g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS

h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhenrdilaggota Direksi
dan Dewan Komisaris;

I. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

PO T

—h

®Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan
R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), Pasal 1320
7Undang—Undomg Tentang Perseroan Terbatas, op.cit, Pasal 15 ayat (1).

Universitas Indonesia
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Selain hal-hal tersebut diatas, dimungkinkan jugéuki mengatur hal-hal lain
yang sifatnya spesifik atau khusus selama hal yhauyr itu tidak dilarang oleh
Undang-Undang.

PT dapat melakukan perubahan terhadap anggaramnga$®erubahan
anggaran dasar ini ditetapkan oleh RUPS, sesugiatieketentuan dalam pasal 19
ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007. Dalasal®1 ayat (4) Undang-
Undang nomor 40 tahun 2007 disebutkan bahwa:

“perubahan anggaran dasar dimaksud pada ayat (2 @gat (3) dimuat atau
dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa indamési

Apabila perubahan anggaran dasar tersebut tidakadidalam akta Berita Acara
Rapat yang dibuat oleh Notaris, maka perubahaehlat$arus dinyatakan dalam
akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) harhtemg sejak tanggal keputusan
RUPS.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka perubahanrangd@sar PT harus
dibuat atau dinyatakan dalam bentuk akta nota$a notaris ini merupakan akta
yang otentik. Pasal 1868 KUH Perdataenyebutkan bahwa akta otentik harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh undangxoggd
2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
3. Mempunyai wewenang untuk membuat akta di tempai iakidibuat.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) tersebut di ataghatebahwa Notaris
cukup memegang peranan dalam perubahan angganddaissuatu PT, Notaris
adalah

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat aktatit dan kewenangan
untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainm@gaimana dimaksud
dalam Undang-Undang int®.

Kewenangan pembuatan akta otentik ini dijabarkbinlmnjut pada Pasal 15 ayat

(1) Undang-Undang Jabatan Notaris dimana dikatakama™

8Undcmg-Undang Tentang Perseroan Terbatas, op.cit, Pasal 21 ayat (5).

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op.citPasal 1868.

10Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun
2004, TLN No. 4432, Pasal 1 ayat (1).

"bid, Pasal 15 ayat (1).

Universitas Indonesia
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“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenamwsa perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh pewn perundang-undangan
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingatuk dinyatakan dalam
akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuadlita, menyimpan akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, segaaiiu sepanjang
pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan adéeecualikan kepada pejabat
lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undangeang”.

Dari bunyi pasal tersebut diatas, terlihat bahwalssatu kewenangan pembuatan
akta yang diberikan kepada Notaris, adalah aktasygtg memang oleh peraturan
perundang-undangan harus dinyatakan dalam aktailotddalam kaitannya
dengan perubahan anggaran dasar PT, peraturandimagsud tercantum pada
pasal 21 ayat (4) UUPT sebagaimana yang telah utisai diatas.

Merujuk kembali pada ketentuan dalam pasal 18681 érdat’, maka
jelas akta yang dibuat notaris merupakan akta ydegtik. Akta otentik yang
dibuat oleh notaris dapat dikelompokkan menjadi@y) yaitd®

1. akta yang dibuat oleh notaris atau yang dinamdk&ia Relaas” atau
“akta pejabat’.Dalam akta ini notaris menerangkan atau memberikan
dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksiarsafaua apa yang
dilihat, disaksikan dan dialaminya;

2. Akta yang dibuat di hadapan notaris atau yang dakam‘akta Partij” .
Dalam akta ini notaris mencantumkan secara otenkdéterangan-
keterangan dari orang-orang yang bertindak sebgi@pak-pihak dalam
akta itu, disamping keterangan dari notaris itudggnyang menyatakan
bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatalduekdaknya tertentu,
sebagaimana yang dicantumkan dalam akta itu.

Perubahan anggaran dasar PT, dapat diklasifikadkleglalam 2 jenis
yaitu:

a. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagalmeksud dalam
Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 20@@rubahan
anggaran dasar dimaksud antara'fain

“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op.cit.Pasal 1868

BG.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Jakarta: Erlangga, Cetakan ke-3, 1996),
halaman 51

14Undang-Undcmg Tentang Perseroan Terbatas, op.cit, Pasal 21 ayat (1)

“Ibid, Pasal 21 ayat (2)
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a) Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;

b) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

c) Jangka waktu berdirinya Perseroan;

d) Besarnya modal dasar;

e) Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau

f) Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroatuka atau
sebaliknya.

b. Pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar sebagadimaksud
dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang nomor 4htaAQ7, perubahan
tersebut antara lain:

a) Peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan;
b) Perubahan-perubahan lain selain yang dimaksud dRlasal 21
ayat (1) diatas.
Perubahan anggaran dasar ini diajukan kepada Nidoterm dan Hak
Asasi Republik Indonesia melalui suatu sistem edekk yang dinamakan Sistem
Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan mengisinfat isian yang ada.
Pasal 21 ayat (7) UU nomor 40 tahun 2007 menkebubahwa’:

“perubahan anggaran dasar diajukan kepada Mentesliqg lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris nga memuat perubahan
anggaran dasar”.

Pengajuan perubahan anggaran dasar PT kepada ntéeiae Hukum
dan HAM, berdasarkan uraian diatas, dalam prakiagat terjadi keterlambatan
pengajuan perubahan anggaran dasar kepada Kemantéukum dan HAM,
keterlambatan ini dapat disebabkan karena berlageam hal, antara Idih

1. Ketidak cocokan data Perseroan dengan data yanglikdinoleh

Kementerian Hukum. Misalnya ketidakcocokan nomort&iakhir, ketika

kita akan melakukan akses untuk perubahan anggkasar, Sistem akan

meminta agar kita memasukkan nomor SK terakhir Banseroan, bisa
saja terjadi ada perbedaan data Perseroan yaniikdmieh Kementerian
dengan yang dimiliki oleh Perseroan itu sendirihisgga terjadi

penolakan ketika nomor SK terakhir diinput, apalbié ini tidak segera

16Undang-Undcmg Tentang Perseroan Terbatas, op.cit, Pasal 21 ayat (1)
17Pengalaman Penulis sewaktu bekerja di kantor Notaris.
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diklarifikasi ke Kementerian Hukum maka jangka wakpengajuan
perubahan anggaran dasar tersebut akan terlewat.
2. Masih adanya akses dari Perseroan tersebut yang lsellesai.
Apabila suatu Perseroan melakukan perubahan angdasar, sementara
sebelum melakukan perubahan anggaran dasar, pErgega melakukan
perubahan yang harus diajukan ke Kementerian, na&ka perubahan
anggaran dasar tidak dapat dilakukan aksesnyauselatses perseroan
mengenai perubahan yang sebelumnya belum selésaikin.
3. Kesalahan notaris.
Keterlambatan pengajuan perubahan anggaran dagardapat terjadi
karena notaris kesalahan notaris, kesalahan imtddisebabkan karena
notaris melakukan kesalahan akses dan kesalahartidak segera
diklarifikasi atau karena notaris lupa untuk mengan perubahan
tersebut.
Dalam hal keterlambatan tersebut terjadi, muncalttsypertanyaan, mengingat
setelah perubahan anggaran dasar PT dinyatakam dakia notaris, yang
merupakan akta otentik, harus diberitahukan kepestaenterian Hukum dan
HAM, bagaimanakah tanggung jawab Notaris apabilaterke@embatan
pemberitahuan itu sampai terjadi apa akibat hukamny

1.2. Pokok Permasalahan
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertanikiku menggali lebih
dalam mengenai peranan notaris dalam perubaham@mdasar suatu Perseroan
Terbatas (PT). Adapun pokok permasalahan yang oligathas adalah:
1. Bagaimana peranan notaris dalam perubahan anggassar Perseroan
Terbatas (PT)?
2. Bagaimana tanggung jawabnotaris, apabila akta pparbanggaran dasar
PT yang dibuatnya terlambat diberitahukan kepadatétedan apa akibat
hukumnya terhadap akta yang dibuatnya?
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1.3. Metode Pendlitian

a.

b.

Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang dilakukan peneliti adalamgdigian yuridis-normatif,
yaitu penelitian terhadap norma hukum tertulis, gyamenekankan pada
penggunaan data sekunder dan wawancara terhadamant.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatoris yaitu pemtit yang bertujuan untuk
menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam sughlagelan bersifat
mempertegas hipotesa yang dd@engan penelitian eksplanatoris ini, peneliti
bermaksud untuk menjelaskan proses perubahan amggksar suatu PT
mulai dari Rapat Umum Pemegang Saham hingga ppesesjuan perubahan
anggaran dasar tersebut ke Kementerian Hukum, setnperanan Notaris

dalam perubahan anggaran Dasar PT.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat guenpulan data berupa

studi dokumen dan wawancara dengan informan.

d. Teknik Analisis data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalatode kualitatif, di mana
peneliti akan menganalisis data-data terkait dengamanan notaris dalam

perubahan anggaran dasar PT.

1.4. Sistematika Penulisan

a.

Bab |
Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang latdakeng dari permasalahan

penelitian ini, pokok permasalahan serta metodelpem yang digunakan.

.Bab I

Dalam bab ini, peneliti menguraikan tentang gamb&®& dan Notaris secara
umum, proses perubahan anggaran dasar, serta gamamanggung jawab

notaris dalam perubahan anggaran dasar suatu PT.

s Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Depok: Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.
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c. Bab 11l
Dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan yarggupa jawaban dari

pokok permasalahan dan saran berdasarkan uraidmatfasebelumnya.
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BAB ||

NOTARIS DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS (PT)

2.1. Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum.

10

Dalam pergaulan hukum, manusia ternyata bukanssdturya pendukung

hak-hak dan kewajiban, disamping manusia, masihlaglgpendukung hak dan

kewajiban yang dinamakan badan hukfzethtspersoor. Untuk mencari dasar-

dasar hukum dari badan hukum timbul beberapa?feori

1. Teori fiktif dari Von Savigny.

Berpendapat bahwa badan hukum itu semata-mata atemipbuatan
negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya mamgagdah sebagai
subjek hukum, badan hukum itu hanya merupakan duaiusaja, yaitu

sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi oramgiptakan dalam
bayangannya sutu pelaku hukum (badan hukum) selsadgek hukum

yang disamakan dengan manusia.

. Teori harta kekayaan bertujuan darinz.

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapatjadersubjek hukum.

Namun, tidak dapat dibantah adanya hak-hak atasu skekayaan,

sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukakddk itu.Apa

yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukeberarnya adalah
hak-hak yang tidak ada yang memillikinya dan sebggaggantinya

adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh duptan atau kekayaan
kepunyaan suatu tujuan.

. Teori organ dari Otto Von Gierke.

Berpendapat bahwa badan hukum itu adalah suatitaseabsungguhnya
sama seperti sifat kepribadian alam manusia yaagdadalam pergaulan
hukum. Disini tidak hanya suatu pribadi yang seguhgya (manusia),

tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak k¢moauan sendiri

R, Ali Rido,Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Kopersai,
Yayasan, Wakaf, (Bandung: PT Alumni, Cetakan ke-2, 2004), halaman 2.
20Ibid, Halaman 7.
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11

yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannyauyangurus dan para
anggota-anggotanya. Apa yang mereka putuskan, had@laendak atau
kemauan dari badan hukum.
4. Teori proriété collective dari Planiol (gezamerdijkvermorgans-
theorieMolengraaff).
Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukumpada hakikatnya
adalah hak dan kewajiban anggota bersama-samaanipisg hak milik
pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakarten@ersama. Anggota-
anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masintukurbagian yang
tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik shera-sama untuk
keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tideksalma-sama
semuanya menjadi pemilik.
Dilihat dari bentuknya, maka badan hukum dapategikkasikan menjadi 2 (dua)
bentuk yaitg™:
a. Badan Hukum Publik ataRubliek Rechts Persoon.
Merupakan badan hukum yang didirikan berdasark&urupublik atau
yang menyangkut kepentingan publik atau orang Bdamtau negara
umumnya.
Contoh badan Hukum Publik:
* Negara Republik Indonesia,
« Pemerintah Daerah Tingkat |, 1l, dan Kecamatan;
* Bank Indonesia;
* Perusahaan Negara.
b. Badan Hukum Privat (sipil)
Merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkaturhusipil atau
perdata yang menyangkut kepentingan pribadi oramglaim badan
hukum itu. Badan hukum itu merupakan badan swaestg gidirikan oleh
orang pribadi untuk tujuan tertentu antara lain caenkeuntungan, sosial,
pendidikan, ilmu pengetahuan, polotik, kebuday&msenian, olah raga,
dan lain-lain yang sah menurut hukum yang berlaku.

Contoh badan Hukum Privat:

2lcs.T. Kansil, Pokok-Pokok Badan Hukum (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), Halaman 10.
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* Perseroan Terbatas (PT);
* Koperasi;
* Yayasan;
» Perguruan Tinggi.
2.1.1. Anggaran Dasar PT
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseferbatas
(UUPT) mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai
“Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal,ridah berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modsdad yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan y#etpgkan dalam Undang-
Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.
Bentuk nyata dari perjanjian yang dimaksud diatdalan anggaran dasar,
anggaran dasar PT pada dasarnya merupakan ped@sanatau aturan main
dalam menjalankan kegiatan dan mengelola PT. Aaggdasar PT merupakan
hasil kesepakatan para pendiri, sehingga merup@esjanjian para pihak
Perjanjian yang telah disepakati, sesuai dengaal R888 ayat (1) KUH Perdata,
mengikat para pihak sebagaimana Undang-UrfdanfBasal 15 ayat (1) UUPT
memuat hal-hal yang harus dicantumkan dalam sumegfgasan dasar PT yaitu:
1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan,
Nama Perseroan harus didahului dengan singkatan @@h untuk
Perseroan Terbuka selain didahului dengan kata, ‘Ré&telah nama
Perseroan harus ditambah dengan singkatan kata?’ThRerseroan tidak
boleh menggunakan nama yang:
a. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atap dengan nama
Perseroan lain; atau
b. Bertentangan dengan ketertiban umum, dan atauilesus
Sebagai badan hukum, maka Perseroan harus metaikiat kedudukan,
pentingnya tempat kedudukan badan hukum sama sdperisili orang ,

yaitu untuk menentukan ke pengadilan atau hakimanteaan hukum itu

22Undang-Undcmg Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit, Ps.1 ayat (1)

>Mans. Sastrawidjaja dan Rai Mantili,Perseroan Terbatas menurut 3 Undang-Undang, (Bandung:
PT Alumni, Cetakan ke-1, 2008), halaman 64.

24Ibid, Halaman 65.

ZSWidjaya, Op.cit halaman 166
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harus digugat atau dimana pembayaran-pembayaram @ikekukari®.

Tempat kedudukan Perseroan berada di daerah latkabupaten dalam

wilayah Negara Republik Indone$iaTempat kedudukan Perseroan ini

juga merupakan kantor pusat Persefdan
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan,

Kegiatan usaha Perseroan adalah kegiatan yangukilak Perseroan

dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan terSelReda dasarnya

kegiatan usaha suatu PT dapat dibedakan menjaldia} yaitd"

a. Kegiatan Usaha untuk PT umum, untuk PT yang bekgdrdidang
usaha umum, izin usahanya berupa SIUP (Surat IzBahd
Perdagangan)yang diperoleh dari Suku Dinas Koparaaha mikro,
kecil dan menengah, dan perdagangan. SIUP serkiiaisdikasikan
menjadi beberapa kriteria yaitu

» SIUP Mikro, diperuntukkan untuk perusahaan perdggan
Mikro.

» SIUP Kecil, diperuntukkan untuk Perusahaan perdgaan
yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 50.000.0005a
puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak terokatanah dan
bangunan tempat usaha.

» SIUP  Menengah, diperuntukkan untuk  Perusahaan
perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai danpgaling
banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupisidjpk

termasuk tanah dan bangunan usaha.

%6Chidir Ali,Badan Hukum, (Bandung: PT Alumni, Cetakan ke-2, 1991), halaman 176.
27Undomg—Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit, Pasal 17 ayat (1)

*Ibid, Pasal 17 ayat (2)

29Widjaya, Op.cit halaman 166

*Wawancara dengan Stevanus Joseph, Notaris dan PPAT Kota Cianjur, pada tanggal 14 Januari
2012, pukul 12.00 WIB.

*'peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tanggal 16 September 2009 nomor 46/M-
DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
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» SIUP Besar, diperuntukkan untuk Perusahaan perdagan
yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp  10.000.@10.0
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dangbaan
usaha.

Salah satu contoh kegiatan usaha PT umum adaladagsergan
umum.

b. Kegiatan Usaha untuk PT khusus, untuk kegiatanaugdh khusus
izinnya diperoleh dari instansi yang terkait dengatanng usahanya,
misalnya untuk PT khusus yang bergerak dalam bigdanwh sakit,
maka izinnya diperoleh dari Departemen Kesehat@uy BT Khusus
yang bergerak dalam bidang travel agent, restoram eafe, izinnya
dimohonkan kepada Dinas Pariwisata.

Dasar pengelompokkan kegiatan usaha PT ini dajiaatddari Klasifikasi

Lapangan Usaha (KLU).

3. Jangka waktu berdirinya perseroan.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ditkatudalam anggaran

dasar, akan tetapi apabila jangka waktu terselgut oitentukan, maka hal

tersebut harus ditegaskan dalam anggaran dasaer®ats Hal ini
senada dengan Pasal 6 UUPT dimana dikatakan Bahwa

“Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatasaattidak terbatas

sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar”.

4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkamuzael disetor.

Modal dasar Perseroan ditentukan paling sedikit5R®00.000,- (lima

puluh juta rupiah}. Paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari

modal dasar harus ditempatkan dan disetor pénuh
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada bejukalah saham untuk
tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setsgtham, dan nilai

nominal setiap saham.

32Widjaya, Op.cit halaman 167

33Undang-Undcmg Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit. Ps. 6
** Ibid, Pasal 32 ayat (1)

*Ibid, Pasal 33 ayat (1)
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Anggaran Dasar dapat menetapkan satu klasifik&isinsaatau lebih. Bila
terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, makaggaran dasar
menetapkan satu klasifikasi sebagai saham biasg yemberikan hak
suara.

6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dew@migaris.
Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi darwdre Komisaris
harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Whdang-Undang.
Anggaran dasar mengatur tata cara pencalonan, pgketan, dan
pemberhentian sementara dan pengisian sementdii¢gagpadapat jabatan
Direksi atau Komisaris yang lowotfg Anggaran dasar dapat menentukan
pembatasan wewenang anggota Direksi, demikian ywelaenang dan
kewajiban Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Dew&omisaris
diangkat oleh RUPS. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1
(satu) orang anggota, masing-masing anggotany& tid@at bertindak
sendiri-sendiri, melainkan harus berdasarkan kegamtu Dewan
Komisaris®,
Bagi Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitagadepengelolaan
dana dan/atau pengumpulan dana masyarakat, mémerbisurat
pengakuan hutang kepada masyarakat atau Persexdarka minimal
harus mempunyai 2 (dua) orang anggota Diréksi

7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan. RUPS
RUPS tahunan diselenggarakan oleh Direksi dan urkepentingan
Perseroan, Perseroan berwenang untuk menyelenggardkUPS
lainnyd®.

8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhemtggota Direksi dan
Dewan Komisaris.
Di dalam anggaran dasar ditetapkan mengenai mekaniengangkatan,
penggantian dan pemberhentian anggota Direksi @éavab® Komisaris.

9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

36Widjaya, Op.cit halaman 168

37Undang-Undcmg Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit.Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1)
**|bid, Pasal 108 ayat (4)

*|bid. Pasal 42 ayat (4)

4°Widjaya, Op.cit halaman 168
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Badan hukum PT dianggap sebagai manusia yang dap&tkukan
perbuatan hukum dan mempunyai hak serta kewajixdepts dari para pendiri
yang mandiri, sehingga pendiri dan pengurus teslepdari orang
perseoranganyang berada dalam badan hukum te(&&vsbna Standi in Judicio)
serta terlepas dari tanggung jawab pribadi sepgngatmak-pihak yang berperan
dalam PT tersebut tidak membuat kesalahan darelatayang merugikan PT

Sebagai badan hukum, secara keilmuan Perseroaemmamunsur-unsur
badan hukum seperti yang ditentukan dalam Undarggpby unsur-unsur
tersebut adaldft

1. Organisasi yang teratur.
Hal ini dibuktikan dengan adanya organ-organ Peeselang terdiri atas
RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Harta kekayaan sendiri.

Perseroan memiliki harta kekayaan sendiri berupdatngasar yang terdiri

atas seluruh nilai nominal saham dan harta kekagadaom bentuk lain

misalnya barang tidak bergerak berupa gedung peniaamn atau barang
bergerak berupa inventaris kantor.

Harta ini didapat dari pemasukan para anggota @ausuatu perbuatan

pemisahan dari seseorang yang diberi suatu tujegentu, walaupun

harta kekayaan itu berasal dari pemasukan paraotmggarta kekayaan
itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan ngrasasing
anggotany®. Kekayaan yang terpisah ini membawa akibat

a. Kreditur pribadi para anggota tidak mempunyai hakuk menuntut

harta kekayaan badan hukum itu.

b. Para anggota pribadi tidak dapat menagih piutamgbadalan hukum

terhadap pihak ketiga.

c. Kompensasi antara utang pribadi dan utang badarunmukdak

diperkenankan.

“Misahardi Wilamarta,Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate
Governance (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan ke-2,
2005), halaman 24

*Abdulkadir Muhammad, Hukum Perseroan di Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996),
halaman 8.

43Rido, Op.cit, halaman 46.

“Ibid
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d. Hubungan hukum, baik perjanjian, maupun prosesesroantara
anggota dan badan hukum mungkin saja seperti haniaa badan
hukum dengan pihak ketiga.

e. Bila terjadi kepailitan, hanya kreditur dari badamkum yang dapat
menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.

3. Melakukan hubungan hukum sendiri.

Sebagai badan hukum, Perseroan melakukan melalsekaliri hubungan

hukum dengan pihak ketiga.

4. Mempunyai tujuan sendiri.

Sebagai badan hukum yang menjalankan perusahaarserésn

mempunyai tujuan sendiri. Karena badan hukum, daiamini adalah

Perseroan, hanya dapat bertindak dengan perantargamnya, maka

perumusan tujuan hendaknya jelas dan f8gasjuan tersebut ditentukan

dalam anggaran dasar.
Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, orgareqmens merupakan salah satu
unsur badan hukum, organ inilah yang menjalankarseif@an sesuai dengan
maksud dan tujuannya. Dalam keseluruhannya penbuatgan badan hukum
dapat dibagi dalam beberapa kategori Y&itu

1. Perbuatan organ yang dilakukan dalam batas-batarangnya, badan
hukum terikat dan bertanggung jawab.

2. Perbuatan organ di luar wewenangnya, tetapi kemudiaahkan oleh
organ yang lebih tinggi atau perbuatan itu mengugiktan badan hukum.
Dalam hal ini badan hukum terikat.

3. Perbuatan organ di luar wewenangnya dengan pihiadakieeritikad baik
yang berakibat merugikan, badan hukum tidak teriké¢reka secara
pribadi bertanggunng jawab secara tanggung rergepgnuhnya kepada
pihak ketiga. Apabila perbuatan pengurus (organkimalalam batas
wewenangnya, dan hal tersebut terbukti merugikaakanbadan hukum

dengan sendirinya juga terikat.

45Rido, Op.cit, halaman 47.
46Ibid, halaman 31.
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4. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggkunh dalam
batas-batas wewenangnya, badan hukum terikat aeanggung jawab.

5. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melangglunh di luar
wewenangnya, badan hukum tidak terikat. Organ betssecara pribadi
bertanggung jawab tanggung-menanggung dan sepemtdninadap pihak
ketiga.

6. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggkonh dalam
batas-batas wewenangnya, tetapi ada kesalahardipdéa organ, badan
hukum tetap terikat. Namun, di samping pertanggawgpan badan
hukum, mereka secara pribadi juga bertanggung jgu&b Badan hukum
yang telah membayar ganti kerugian kepada pihag&éerhak menuntut
kembali kepada organ secara pribadi.

7. Perbuatan organ dalam batas-batas wewenangnya hyemigdal lalai
(melalaikan kewajiban) atau kurang hati-hati yarenmnbulkan kerugian
bagi badan hukum, badan hukum tetap terikat, namursamping
pertanggungjawaban badan hukum, ada pertangguragavpaibadi.
Status Badan hukum yang diperoleh oleh suatu Pdgpdikan ketika

anggaran dasar dari PT tersebut telah mendapategatman dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebaganercantum dalam UUPT
Pasal 7 ayat (4) yait(i

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada gaingliterbitkannya
Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hularse®an”.

Dengan status PT sebagai badan hukum, maka sepkitsahukum
memperlakukan pemilik atau pemegang saham, terpiagaPT itu sendiri yang
dikenal dengan istilah ‘Seperate Legal Personaliyitu sebagai individu yang
berdiri sendiff®. Dengan demikian maka pemegang saham tidak merapuny
kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga oleh sebalga tidak bertanggung
jawab atas utang-utang perusahaan atdt. PT

Hal ini dikenal dengan sebutan ‘Corporate Perspialyang esensinya

adalah suatu perusahaan mempunyai personalitaskepailbadian berbeda dari

47Undang-Undcmg Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit. Pasal 7 ayat (4)
48Widjaya, Op.cit halaman 131
“Ibid
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orang yang menciptakannya, artinya meskipun bilangryang menjalankan
perusahaan terus berganti, perusahaannya tetap likneiméntitas tersendiri
terlepas dari adanya pergantian para anggota p&mhgaraupun pemegang
sahamny#.

Namun, perlu diingat bahwa mengenai tanggung jaeddatas pemegang
saham pada PT, tidak sepenuhnya berlaku mutlalgh@ensan tanggung jawab
terbatas ini juga dikenal dengan istilaifiercing the Corporate Veil’
yaitumerupakan suatu teori yang digunakan untukemmus prinsip tanggung
jawab terbatas yang ada pada perusahadreori ‘Piercing the Corporate
Veil'juga dapat diterapkan kepada organ perseroandalam hai’:

a. Pemegang Saham

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) UUPdlam hal-hal

yang disebutkan pada pasal 3, tanggung jawab pemeggham sebesar

setoran atas seluruh saham yang dimilikinya, kerinag hapus, apabila
terbukti antara lain terjadi percampuran harta keka pribadi pemegang
saham dan harta kekayaan persetoan

b. Direksi

Pemegang otoritas dalam Perseroan Terbatas adakksiBsebab Direksi

bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perserdak kepentingan

Perseroan dan sesuai dengan tujuan Persérod®ada dasarnya setiap

orang perserorangan dapat diangkat menjadi andgotksi asalkan ia

cakap untuk melakukan perbuatan hukum, kecualindalaktu 5 (lima)
tahun sebelum pengangkatannya pethah
a. Dinyatakan pailit;
b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komssgang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perserogmatakan
pailit; atau

SOWidjaya, Op.cit, halaman 131

>'Gede, “Piercing The Corporate Veil”, http://9oro.blogspot.com/2011/03/piercing-corporate-
veil.html. diunduh pada tanggal 13 Januari 2012.

’Gede, “Piercing The Corporate Veil”. Op.Cit

53Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit, penjelasan Pasal 3 ayat (2)

54Hardijan Rusli,Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
(Cetakan ke-2, 1997), halaman 40.

55Undamg—Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit, Pasal 110 ayat (1).
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c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang meamgik
keuangan negara dan/atau yang berkaitan denganr keklangan.
Direktur Perseroan Terbatas diberi kepercayaan pétdiri (pemegang
saham) untuk mengelola PT, oleh karena itu, Direktarus memiliki
standar integritas dan loyalitas yang tinggi, tdnsprta bertindak untuk
kepentingan perserodn
Sejak diangkat oleh RUPS, Direksi sudah berwenantuku
mewakili Perseroan Terbatas, sesuai dengan anggadaaar, dalam
menjalankan tugasnya, Direksi PT harus selalu nusmmnkan
kepentingan Perseroan. Direksi PT harus mampwkibettindak dengan
jujur, adil dan transparan, sesuai dengan prinsgodg corporate
governance, semua keputusan dan tindakan yang diiharos semata-
mata demi kepentingan Perseroan. Apabila dalamaleehkjan Perseroan
direktur bertindak kurang hati-hati sehingga menitkan kerugian pada
Perseroan, maka Direksi tersebut harus menggantigiee yang
ditimbulkannya kepada PT, apabila Direksi terdiaridoeberapa orang
anggota Direksimaka para anggota Direksi bersammasaharus
bertanggung jawab membayar kerugian padd.PT
Di negara-negara yang mengaoatmmon law systeracuan yang
dipakai adalatstandard of careatau standar kehati-hatian, apabila Direksi
telah bersikap dan bertindak melanggtndar of care Direksi tersebut
dianggap telah melanggduty of carenya58.
Sebagai contoh dari standar kehati-hatian itu anf@n sebagai
berikut®:
1. Anggota Direksi tidak boleh melakukan kegiatan-kén atas beban
biaya Perseroan, apabila tidak memberikan mantaat ssekali atau
memberikan manfaat pribadi yang sangat kecil kepadgota Direksi

yang bersangkutan. Hal ini dapat dikecualikan, gpahlakukan atas

56Wilamarta, op.cit, halaman 127

57Ibid, halaman 133

*8sutan Remy Sjahdeini dalam Rachmadi Usman,Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas,
(Bandung: PT . Alumni 1997), halaman 181.

59Usman, Op.Cit, halaman 182.
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beban biaya representasijabatan dari anggota Direkang
bersangkutan berdasarkan keputusan RUPS.

2. Anggota Direksi tidak boleh menjadi pesaing bagispman yang
dipimpinnya, misalnya dengan mengambil sendiri kgsan bisnis
yang seyogyanya disalurkan kepada Perseroan yaimg, di dalamnya
terdapat kepentingan pribadi anggota Direksi itu.

3. Anggota Direksi harus menolak untuk mengambil kegam
menngenai sesuatu hal yang diketahuinya atau gepatupatut
diketahui akan dapat mengakibatkan perseroan ngganetentuan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga persete@mcam
dikenai sanksi oleh otoritas yang berwenang.

4. Anggota Direksi dengan sengaja atau karena ketelgételah tidak
melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaga idakan yang
perlu diambil untuk mencegah timbulnya kerugiani lfgseroan.

5. Anggota Direksi dengan sengaja atau karena kefedgéatelah tidak
melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaga dakan yang
perlu diambil untuk meningkatkan keuntungan Peesero

Penerapan prinsip piercing the corporate veil @apadireksi dapat

dilakukan dalam h&j:

1. Direksi tidak melaksanakan fiduciary duty kepadesB®an

2. dokumen perhitungan tahunan tidak benar.

3. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit.

4. permodalan yang tidak layak.

6. perseroan beroperasi secara tidak layak.

7.Anggota direksi tidak melaporkan kepemilikan saltdeh anggota
direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganyadpéaseroan
terbatas.

Setiap pelanggaran atau penyimpangan atas tugakesiajiban direksi,

maka direksi harus bertanggung jawab hingga haribaginya atas

kerugian yang dialami oleh tiap-tiap pihak yangkiepentingan. Adapun
bentuk-bentuk pelanggaran dan penyimpangan terseiiata lain tidak

60Gede, “Piercing The Corporate Veil”. Loc.Cit
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menjalankan tugasnya secara profesional sesuaiadekegahlian yang

dimilikinya. Bentuk-bentuk pelanggaran profesiotebebut, di antaranya:

1. Baik sengaja atau tidak, melakukan pelanggarantagas yang
diberikan (breach of duty);

2. Baik sengaja atau tidak, melalaikan tugas yangrashga dijalankan
(omission of duty);

3. Baik sengaja atau tidak, memberikan pemyataan yalaip
(misstatement);

4. Baik sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yeerg/esatkan
(misleading statement);

5. Baik sengaja atau tidak, melakukan penyalahguneaekangan atau
kekuasaan sebagai direksi;

6. Baik sengaja atau tidak, tidak memenuhi janji yegh diberikan
(breach of warranty or authorithy commitment).

7. Tidak menjalankan tugasnya sebagai wakil pemegahgns dengan
baik.

Kerugian perusahaan akan menjadi tangggung jawaisiliseandainya

semua kesalahan atau kelalaian tersebut bisa dibokt

c. Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris yang mempunyai lebih dari 1 (saitgng anggota

merupakan suatu majelis dimana setiap anggotadg& tapat bertindak

sendiri-sendiri, melainkan harus berdasarkan kejamu Dewan

Komisari$*

Dewan Komisaris merupakan badan pengawas yang rifAndama

halnya dengan Direksi, pada dasarnya setiap orange@rangan yang

cakap untuk melakukan perbuatan hukum dapat diamg&ajadi anggota

Dewan Komisaris, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahgebelum

pengangkatannya perrigh

a. Dinyatakan pailit;

61Undang-Undcmg Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit, Pasal 108 ayat (4).
62Usman,Op.Cit, halaman 193.
63Undomg—Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit, Pasal 110 ayat (1).
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b. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yamyatakan
bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatalangtau
c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang meargik
keuangan negara dan/atau yang berkaitan denganr kekiangan.
Ada baiknya apabila yang menjabat sebagai anggetsa® Komisaris
bukanlah pemegang saham, hal ini untuk menjagaegimialisme dan
mencegah agar pemegang saham tidak menyalahguRakseroan untuk
tujuan dan kepentingan dirinya selaku pemegangns4h&ama halnya
dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris, juga dituantuk beritikad
baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankaastdgn fungsinya
sebagai pengawas dan penasehat Direksi.
Dalam beberapa hal, pemberlakuan teori Piercingddrgorate Veil juga
berlaku bagi komisaris. Dalam hal-hal tertentu kik@misaris secara
pribadi dapat dimintakan tanggung jawab atas kagiatang dilakukan
oleh perseroan. Pemberlakuan teori piercing th@arate veil kepada
komisaris dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:
1. Jika Dewan komisaris tidak melaksanakan fiduciarty kepada
perseroan.
2. Jika ada kesalahan hukum (dengan unsur kesemgajau kelalaian)
dari pihak Dewan Komisaris.
3. Jika dokumen perhitungan tahunan tidak benar.
4. Jika dalam keadaan tertentu, Dewan komisarigguaertikan direksi
dalam menjalankan pekerjaan perseroan dan dialskéamggung
jawab dalam posisinya selaku direksi.
2.1.2. Perubahan Anggaran Dasar PT
Sebagaimana telah diuraikan dalam UUPT, bahwa PTupakan
persekutuan modal. Dengan demikian, pada hakikaBeraeroan Terbatas itu
adalah wadah kerja sama dari para pemilik modal pEamegang saham yang
dijelmakan dalam bentuk RUPS RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS

lainnyd®. Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokuraenlaporan

64Usman,Op.Cit, halaman 195.
65Ibid, halaman 129.
66Undomg—Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit, Pasal 78 ayat (1).
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tahunan Perserodn Laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus
memuat®;
a. Laporan keuangan, minimal terdiri atas neraca atdtiun buku yang
lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebgdyraporan laba
rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporars &as dan laporan
perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan ¢r@uaersebut.
b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial danuimggn;
d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yayegnpengaruhi
kegiatan usaha Perseroan;
e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah atlakan oleh Dewan
Komisaris selama tahun buku yang lampau;
f.  Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gajuédtonorarium dan
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tafang baru lampau.
Di dalam perjalanannya PT dapat melakukan perubag@aggaran dasar,
perubahan ini disesuaikan dengan perkembangan udaha PT tersebut.
Mengingat bahwa anggaran dasar suatu PT adalahpakem undang-undang
yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pihak-pihakgyaerkaitan, maka apabila
akan dilakukan perubahan terhadap kesepakatan biersénarus dengan
persetujuan para pihak yangbersangktan dan tideh secara sepih&k Untuk
melakukan perubahan atas anggaran dasar, Per$enaesnmemenuhi persyaratan
yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Hatlimaksudkan agar tercipta
ketertiban dan kepastian huk(fn

Perubahan anggaran dasar diputuskan dalam RapamURemegang
Saham (RUPS), lebih tepatnya Rapat Umum PemegahgnSd.uar Biasa
(RUPSLB) dan usul adanya perubahan anggaran dasartuimkan dalam surat

panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUR&cuali dalam RUPS

67Undang-Undcmg Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit, Pasal 78 ayat (3).
% bid, Pasal 66 ayat (2).
69Sastrawidjaja dan Mantili, Op.cit halaman 65
70, -
Ibid
71Widjaya, Op.cit halaman 169.
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tersebut dihadiri dan disetujui oleh seluruh pemggsaham, maka perubahan
anggaran dasar tetap dapat dilakukan walaupun didgendakan sebelumrya
Dalam bentuk kongkretnya RUPS merupakan sebualmfodimana para
pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperdieterangan-
keterangan mengenai Perseroan, baik dari Direksipora Dewan Komisarid
Keterangan-keterangan itu merupakan landasan bdafSRuntuk menentukan
kebijakan dan langkah strategis Perseroan dalangandnil keputusan sebagai
sebuah badan hukum, dalam forum RUPS, mekanismgpgaian keterangan
dan keputusan itu disusun secara teratur dan sititesesuai agendarfya
Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dirék®@UPS diselenggarakan
di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Parsarelakukan kegiatan
usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dafggaran dasaf. Dalam hal
RUPS dihadiri dan/atau diwakili oleh semua pemegsaigam, maka RUPS dapat
diadakan dimanapun , dengan memperhatikan ketentang berlak({. Yang
perlu diingat adalah dimanapun RUPS dilangsungleampat Penyelenggaraan
RUPS harus terletak diwilayah Republik Indon&Sia
Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permifitaa
a. 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yangnb@isama mewakili
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlahrsélisaham dengan hak
suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatahjuyahg lebih kecil;
atau
b. Dewan Komisaris.
Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam kangaktu paling lambat
15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal petasin penyelenggaraan RURS

72Undang-Undcmg Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit. Pasal 76 ayat (4)

73”Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”, http://legalakses.com/rapat-umum-pemegang-
saham-rups/ diunduh pada tanggal 1 Februari 2012.

"Loc.Cit.

75Undomg—Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit. Pasal 79 ayat (1)

"®Ibid Pasal 76 ayat (1)

"7 Ibid Pasal 76 ayat (4)

Ibid Pasal 76 ayat (3)

"|bid, Pasal 79 ayat (2).

®\bid, Pasal 79 ayat (5).
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Apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan sebagaia dimaksud diatas,
mak&™:

a. Permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diajuleambdi kepada
Dewan Komisaris; atau

b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.

Apabila baik Direksi maupun Dewan Komisaris tidallakukan pemanggilan
dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pemegamgns yang meminta
penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohopad&&etua Pengadilan
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedaduRerseroan untuk
menetapkan pemberian izin kepada pemohon untuk tdapalakukan
pemanggilan RUPS sendfri

Agar keputusan yang diambil dalam RUPS menjadidsh mempunyai
kekuatan mengikat, maka ada beberapa hal yang alsanakan sebelum
RUPS tersebut diselenggarakan yaitu:

1. Sebelum diadakan RUPS, PT yang bersangkutan hamrlakuian
pemanggilan kepada pemegang saham dalam jangkas vidkiempat
belas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak pedmungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal R&PDalam panggilan RUPS ini
dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acquat disertai dengan
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakamdBRUPS telah
tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggUPS$*. Dalam
hal Perseroan melakukan pemanggilan yang tidakasdsagan ketentuan
dalam Undang-undang, maka keputusan dalam RURSsakejikd>:

a. Semua pemegang saham dengan hak suara yang sah ateadi
diwakili dalam RUPS; dan
b. Keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

2. Kecuali anggaran dasar menetukan jumlah yang ledslar, maka kuorum

kehadiran untuk RUPS untuk mengubah anggaran dasdah 2/3 (dua

per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hakasat@u diwakili dalam

81Undang-Undcmg Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit. Pasal 79 ayat (6).
®|bid, Pasal 80 ayat (1)
8 bid, Pasal 82 ayat (1)
¥ bid, Pasal 82 ayat (3)
®|bid, Pasal 82 ayat (5)
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RUPS dan keputusan yang diambil adalah sah jiketigis oleh minimal
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yargldarkan, kecuali
anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih esar
3. Hal-hal yang dibicarakan dalam RUPS, harus dicak&imdalam agenda
yang dicantumkan dalam panggilan kepada pemegamgmsaNamun,
RUPS bisa saja membahas hal-hal lain diluar ageyalag telah
dicantumkan dalam panggilan dengan syarat:
a. Semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam Ri#PSsemua
pemegang saham menyetujui diadakannya agendatt&ften
b. RUPS sebagaimana dimaksud diatas dapat menganpoitusan jika
keputusan tersebut disetujui dengan suara$ulat
Pada prinsipnya satu saham memiliki satu hak sgaarg dapat digunakan
dalam RUPS, namun hak suara tersebut tidak bebagu
a. Saham dari pemegang saham yang memberi kuasa k&peekasi,
anggota Dewan Komisaris dan karyawan Persé&foan
b. Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Pers@roa
c. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak gf&ansya secara
langsung atau tidak langsuhg
d. Saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan daip sahamnya
secara langsung atau tidak langsung telah dintlé Perserodh
e. Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelianakeméralihan
karena hukum, hibah atau hibah waSiat
Selain tidak memiliki hak suara, saham-saham igiajuidak diperhitungkan
dalam menentukan kuorum keputusan yang harus disapaai dengan ketentuan
Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.
Yang dimaksud dengan kuorum dari RUPS adalah junmhamimum

pemegang saham dengan hak suara yang sah yanghadiuslalam rapat, yang

86Undomg—Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit. Pasal 88 ayat (1).
¥bid, Pasal 76 ayat (4).

®\bid, Pasal 76 ayat (5) jo. Pasal 75 ayat (3).

®\bid, Pasal 85 ayat (4)

“|bid, Pasal 84 ayat (2)

*!Ibid, Pasal 84 ayat (2)

*Ibid,Pasal 84 ayat (2)

“|bid, Pasal 40 ayat (1).
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dihitung menurut banyaknya saham yang dipegangiga gang dikuasakan
kepadanya, sebagaimana ditentukan dalam anggasar dan/atau peraturan
peundang-undangan yang berli&kiBeberapa prinsip regulatif yang dianut oleh
Undang-Undang PT tentang kuorum dan voting dari URlalah sebagai
berikuf®™:
1. PrinsipMajority Rule Minority Protection.
Yang dimaksud disini adalah bahwa policy perusahdiputuskan oleh
pemegang saham mayoritas (lewat RUPS), tetapi ek pkemegang
saham minoritas tidak boleh diabaikan.
2. Prinsip Perlekatan antara saham dengan hak suara.
Yang dimaksudkan adalah antara saham dengan halt sdak dapat
dipisahkan eksistensinya, sehingga siapa yang nemgegaham atau
tercatat sebagai pemegang saham, dialah yang batideakak suara.
3. Prinsip Kuorum Minimal.
Prinsip kuorum minimal ini menentukan bahwa jika ddng-Undang
menentukan suatu angka kuorum, maka angka kuorwsebiet adalah
minimal yang harus dilaksanakan. Artinya, anggadasar tidak boleh
menentukan angka kuorum lain yang lebih rendah dagka kuorum
tersebut, tetapi dapat menentukan angka kuorum igmp tinggi dari
yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut.
4. Prinsip Voting Minimal.
Sama dengan prinsip kuorum minimal, maka prinsipngominimal ini
menentukan bahwa jika Undang-Undang menentukam sungika voting,
maka angka voting tersebut adalah minimal yang shalilaksanakan.
Artinya anggaran dasar tidak boleh menentukan awngkiag lain yang
lebih rendah dari angka voting tersebut, tetapiatiapenentukan angka
voting yang lebih tinggi dari yang ditentukan Unddundang tersebut.

94Fuady,Perseroan Terbatas Paradigma Baru (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1,
2003), halaman 142.
*Ibid
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Dilihat dari besar kecilnya persyaratan untuk suatarum, maka kuorum dari
suatu RUPS dari suatu Perseroan dapat dibagi kendél(empat) kategori, yaitu
sebagai berikdt:

1. Kuorum Mutlak

Yang dimaksud dengan kuorum mutlak adalah suatu RUfru

dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan apaéitruh (100%

(seratus persen)) pemegang saham dengan hak suyaah hadir dalam

rapat tersebut. Kuorum mutlak ini hanya terjadiadalhal-hal sebagai

berikut:

a. Jika putusan diambil dengan Circular Resolutionla®a hal ini
pemegang saham tidak menghadiri secara fisik diak tada rapat
secara fisik untuk itu.

b. Jika ketentuan dalam anggaran dasar mengharuskamabRUPS
harus dihadiri oleh 100% (seratus persen) pemesgmam.

2. Kuorum Mayoritas Super

Yang dimaksud dengan kuorum mayoritas super inilahdsuatu RUPS

yang baru dinyatakan sah dan dapat menngambil kseg@utmanakala

persentase tertentu pemegang saham dengan hakyaungréadir dalam

rapat tersebut, persentase tersebut adalah kuofu(setengah) tambah 1

(satu) suara. Contoh kuorum mayoritas super addBfdua per tiga) atau

3/4 (tiga per empat).

3. Kuorum Mayoritas Simpel

Yang dimaksud dengan kuorum mayoritas simpel imlad suatu RUPS

yanng baru dinyatakan sah dan dapat mengambil keg@utapabila lebih

dari 1/2 (setengah) pemegang saham dengan hak gamagasah hadir
dalam rapat tersebut.Yang dihitung bukanlah jungafng yang hadir
dalam rapat melainkan jumlah suara yang diwakilinya

4. Kuorum Nonmayoritas.
Yang dimaksud dengan kuorum nonmayoritas ini adaaftu RUPS

sudah dinyatakan sah dan dapat mengambil keputonsskipun tidak

*Munir Fuady, Op.Cit, halaman 144
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sampai lebih dari 1/2 (setengah) tambah 1 (satoegang saham dengan

hak suara yang sah hadir dalam rapat tersebut.

Apabila pemegang saham berhalangan hadir dalam RuBi& ia dapat
memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menghBRIRS, dan apabila terjadi
pemungutan suara dalam RUPS, maka ada beberagarmaperlu diperhatikan
antara lain :

a. Suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham bedakuk seluruh
saham yang dimilikinya, dan pemegang saham tidathake untuk
memberikan kuasa kepada lebih dari satu orang kwats& sebagian dari
jumlah sahamyang dimilikinya dengan suara yangeuth

b. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan anghota Direksi,
anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan pangangkutan
yang bertindak sebagai kuasa dari pemegang satatat dihitung®.

Anggaran dasar dapat menetapkan 1 (satu) klasifdasam atau lebifi dan
salah satu diantara klasifikasi itu ditetapkan geabaaham bias%. Klasifikasi
saham tersebut antara f4th

a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;

b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggaisDdan/atau
anggota Dewan Komisaris;

c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarikbdedi atau ditukar
dengan klasifikasi saham lain;

d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya umémerima
deviden terlebih dahulu dari pemegang saham Kiasifi lain atas
pembagian deviden secara kumulatif atau nonkunfiulati

e. Saham yang memebrikan hak kepada pemegangnya metugrima lebih
dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atashagian sisa kekayaan

Perseroan dalam likuidasi.

97Undang-Undcmg Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit, Pasal 85 ayat (3).
% bid.Pasal 85 ayat (4).

*|bid, Pasal 53 ayat (1).

"®Ibid, Pasal 53 ayat (3).

"Ypid, Pasal 53 ayat (4).
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Perubahan terhadap anggaran dasar dibedakan grgarbahan yang

sifatnya mendasar dan perubahan-perubahan laig,pasing-masing ditentukan

sebagai berikdt*

1. Perubahan Mendasar

Perubahan mendasar adalah perubahan tertenturgjgaran dasar, dan
perubahan tertentu tersebut harus mendapat persetwari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesialipainan-perubahan
yang termasuk dalam perubahan mendasar disebutidam dpasal 21

UUPT.

. Perubahan lain

Perubahan anggaran dasar yang tidak termasuk dgarabahan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UUPT, cukapatkan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indsae

Kecuali ditentukan secara berbeda dalam Undang-tipdaaka setidp*

a. Perubahan anggaran dasar yang wajib disetujui Mietiteri Hukum dan

HAM, mulai berlaku sejak diterbitkannya Keputusaermeri Hukum dan

HAM mengenai persetujuan anggaran dasar.

. Perubahan anggaran dasar yang cukup hanya dihddtahkepada

Menteri Hukum dan HAM, mulai berlaku sejak tanggiierbitkannya

surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggasam dleh Menteri

Hukum dan HAM.

Perubahan anggaran dasar mengenai status Persgangn tertutup

menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak t@ngg

1. Efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepdeimbaga
pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroarkpatdu

2. Dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yanggajukan
pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawaglatigbpasar
modal untuk melakukan penawaran umum saham sesrajad

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidesay pzodal.

102Widjaya, Op.cit halaman 169.

1

%Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas (Jakarta: Forum Sahabat,

Cetakan ke-2, 2008), halaman 21
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Dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan sebagaitidak menjadi

efektif atau Perseroan yang telah mengajukan ptragapendaftaran

tidak melaksanakan penawaran umum saham, Perseapas mengubah

kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6m(ehalan setelah

tanggal persetujuan Menteri Hukum dan HAM.

d. Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam aaogkggabungan

atau pengambilalihan berlaku sejak tanggal:

1. Persetujuan Menteri Hukum dan HAM;

2. Kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Mertdetkum dan
HAM, atau;

3. Pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterimdaeNetukum
dan HAM, atau;

4. Tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta pengggn atau

akta pengambilalihan.
2.2. Notaris
2.2.1.Sgjarah Notaris

Lembaga kenotariatan merupakan lembaga kemasyamakang timbul
karena kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyanaikambul dari kebutuhan
dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendakyaadlat bukti baginya
menngenai hubungan hukum keperdataan yang adatalanterjadi antara
merekd®. pengabdi dari lembaga kenotariatan adalah Notatitaris dapat
diartikan sebagai pejabat umum yang melaksanalaagse fungsi publik dari
negara khusus dalam bidang hukum perdata.

Dalam pembuatan suatu akta, seorang notaris tidigk memihak kepada
salah satu pihak, inilah yang membedakan notarisgate advokat. Dalam
menyelesaikan suatu persoalan, notaris berusabl m@muaskan seluruh pihak,
berbeda dengan advokat yang hanya berusaha memusakapihak. Kalaupun
pada akhirnya terdapat suatu kesepakatan, padarngasadvokat hanya

memperhatikan kepentingan kliennya $aja

1%Muchlis Patahna dan Joko Purwanto, ed. Notaris Bicara Soal Kenegaraan, cet. Kedua (Jakarta:

Watampone Press, 2003), halaman 255.
1%Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, cet. Pertama, (Jakarta: PT Ichtiar
Baru Van Hoeve, 2007), halaman 456
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Setiap masyarakat membutuhkan seorang figur yategadeegannya dapat
diandalkan, dipercaya, yang tidak memihak, menjapasia dan dapat membuat
suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari4eng akan datan§y. Fungsi
dari seorang notaris dapat dilihat dari beberapalasyaitd®:

a. Dalam hubungan keluarga.

Sering kali terjadi bahwa rahasia keluarga antara pnggotanya terpaksa

diungkapkan kepada seorang notaris, dalam halemiasig notaris harus

dapat membedakan antara hubungan keluarga dan darbungas dan
harus menunjukan sifat yang objektif, tidak memjhalak mementingkan
materi dan mampu menyimpan rahasia.

b. Dalam soal warisan.

Di negara-negara common law, soal penetapan ahis wdakukan oleh

pengadilan dan di indonesia oleh mahkamah syautghbk mereka yang

hendak membagi warisannya berdasarkan hukum istam @engadilan
negeri, untuk yang ingin membagi warisannya menudmukum adat
daerahnya. Bagi mereka yang tunduk pada hukum, lsaratu keterangan
seorang notaris dalam akta waris cukup untuk megaaiuang yang
disimpan dalam rekening suatu bank yang tertubs atama seseorang
yang telah meninggal dunia, memastikan para ahfliswgang berhak
menjual harta dalam suatu warisan.

c. Dalam bidang usaha

A.W. Voors melihat 2 (dua) persoalan tentang fungstaris di bidang

usaha yaitu:

1. pembuatan kontrak antara para pihak, dalam balkr&k tersebut
merupakan suatu tindakan yang dimulai dan diaktalam akta,
misalnya perjanjian jual beli. Dalam hal ini parataris telah terampil
dengan adanya model-model di samping mengetahuingdanahami
undang-undang;

2. pembuatan kontrak yang justru memulai sesuatungaupakan dasar

suatu hubungan yang berlaku untuk jangka waktu Ega&. Dalam hal

%Tan Thong Kie, Op.Cit.halaman449

107Ibid,halaman451
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ini seorang notaris harus mempunyai suatu penglihgang tajam
terhadap materinya serta kemampuan melihat jaubepan, apakah
ada bahayanya dan kemungkinan-kemungkinan apaakamgterjadi.

Lembaga kenotariatan pertama kali muncul di Itdliara pada abad ke-11
atau ke-12 di pusat perdagangan terkenal, notang yumbuh dari lembaga di
Italia Utara dinamakariLatijnse notariaat” yang mempunyai ciri-Ciri sebagai
berikut!®®

1. Diangkat oleh penguasa umum;
2. Untuk kepentingan umum;
3. Mendapat honorarium dari masyarakat umum.

Pada tahun 1888 diadakan peringatan berdirinyal@gein) abad sekolah
hukum Bologna, yang merupakan universitas terutwdudia. Pendirinya adalah
Irnerius yang menerbitkan buku berjudBbrmularium Tabellionum™®. Setelah
Irnerius, ada juga Rantero di Perugia yang juga peesembahkan karyanya yang
berjudul “Summa Artis Notariae; adapula Rolandinus Pasageri, seorang
penduduk Bologna, yang menerbitkan buku berjti8umma Artis Notariae*'’.
Buku-buku tersebut membahas mengenai sejarah sotaigas dari notaris,
syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh notaristuestari akta-akta, dan apa saja
yang harus dimuat dalam akth

Selain para notarii, pada permulaan abad ke-3 absudasehi telah
dikenal yang dinamakartabelliones”. Mereka ini mempunyai beberapa
persamaan dengan notariat, oleh karena mereka hadakng-orang yang
ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untakbunat akta-akta dan
surat-surat, namun jabatan atau kedudukan merek&di@k mempunyai sifat
kepegawaian dan tidak ditunjuk atau diangkat olekuksaan umut?. Selain
“tabelliones”, ada jugdtabularii” yang memberikan bantuan kepada masyarakat
dlaam pembuatan akta-akta dan surat-stifabularii” ini adalah pegawai negeri

yang mempunyai tugas mengadakan dan memeliharaubema keuangan kota-

108Tobing, Op.Cit, halaman 3

Ibid, halaman 4
"lbid
"bid
112Ibid,halaman 7

109
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kota dan juga melakukan pengawasan atas arsipndgistrat kota-kota, dibawah
resort mana mereka beratfa
Sejarah Notarisdi Indonesia

Lembaga notariat masuk ke daratan eropa melahnysp, eropa di sini
tidak termasuk Inggris dan negara-negara skandin®ada saat lembaga notariat
ini masuk ke Perancis, dibuatlah “ventos wet” .d@earkan undang-undang ini,
untuk pertama kalinya terjadilah pelembagaan datanmat yang dimulai di
Perancis™. Tujuan utama dari pelembagaan notariat ini ialatuk memberikan
jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyatakat Pada saat Perancis
menjajah Belanda, maka ketentuan mengenai lembagariat ini juga
diberlakukan di negeri Belanda, setelah Belandadegari kekuasaan Perancis,
Belanda membentuk suatu perundang-undangan nasthnaidang notariat
(notaris wet) yang dikeluarkan pada tanggal 9 I84i2 tentang jabatan notdris
Ketika Belanda menjajah Indonesia, maka Notaris inietlibawa ke Indonesia.
Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchemnpgkat sebagai notaris
pertama di indonesia, ia mengucapkan sumpahnyadfigan Baljuw di Kasteel
Batavia, yang sekarang dikenal sebagai gedung [Rspan Keuangan di
Lapangan Banteriy.

Pada saat itu, tugas dari seorang notaris, didmlam akta pengangkatan
(Surat Keputusah)®
2.2.2. Wewenang notarisuntuk membuat akta otentik.
Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bghwa

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya l@rang untuk membuat
akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjisaan ¢oenetapan yang
diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh ydmerkepentingan
dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta demhenjamin kepastian
tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan gresdiean dan kutipannya,
semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suaatysan umum tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat ataangriain”.

113Tobing, Op.Cit, halaman8

Ibid, halaman 12

" Ibid

116Ibid, halaman 13

Ibid, halaman 15

bid

"peraturan Jabatan Notaris, Ord. Stbl. 1860 nomor 3, berlaku tanggal 1 Juli 1860

114

117
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Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka dapat digkap bahwa notaris

memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik neeag semua perbuatan,
baik karena diharuskan oleh Undang-Undang atathdit@aki untuk dinyatakan

ke dalam akta otentik oleh pihak-pihak yang berképgan, selama pembuatan
akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepgzegabat atau orang lain.

Pasal 1866 BW mengatakan bahtfa

“Alat-alat bukti terdiri atas:

Bukti tulisan;

Bukti dengan saksi-saksi;
Persangkaan-persangkaan;
Pengakuan;

Sumpabh.

arwnE

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka aktaibtgahg dibuat oleh Notaris
termasuk ke dalam bukti tulisan.
“Suatu akta otentik memberikan di antara para piHadserta ahli waris- ahli
warisnyaatau orang-orang yang mendapat hak dari ekay suatu bukti yang
sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnia “
Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkahwa akta otentik
merupakan suatu bukti yang sempurna, dan apabilaijeédikan bukti di
pengadilan, maka tidak diperlukan alat bukti lamuk mendukung kebenaran
dari apa yang tercantum dalam akta tersebut.

Pasal 1868 meyebutkan bahwa yang akta otentikladala
“Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukanamgdundang, dibuat oleh
atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuagak itu di tempat
dimana akta itu dibuatnya”.
Pasal tersebut tidak merinci lebih jauh mengergpasiyang dimaksud dengan
pegawai umum, apa yang dimaksud dengan “berkuatangiat dimana akta itu
dibuat” dan seperti apa bentuk akta yang ditetapkéeh undang-undang,
penjelasan lebih lanjut mengenai mengenai siapg gianaksud dengan pegawai
umum dan berkuasa di tempat dimana akta itu digaatfapat dilihat dalam
Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 1 @yat/UJN mengatakan
bahwa?*

2Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op.cit Pasal 1866.

Ibid, Pasal 1870
Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, Op.Cit, Pasal 1 ayat (1)

121
122
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“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang unt@mnuat akta otentik dan
kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalamiaikta

Pasal tersebut merupakan penjelasan lebih lanjuigemai yang dimaksud
dengan pegwai umum, penjelasan lebih lanjut mengéeakuasa di tempat
dimana akta itu dibuat’ dijabarkan dalam Pasal 18N ayat (1) dan ayat (2)
dimana disebutkan bahv

(1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kateumpaatau Kota.
(2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi selumitayah Propinsi dari
tempat kedudukannya.

Notaris hanya berwenang untuk membuat akta dalamayahi jabatannya,
pembuatan akta meliputi juga pembacaan dan perargaian akta, apabila akta
tersebut dibuat diluar tempat kedudukan dari n®@tgaing besangkutan, maka akta
tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai aktantikfe melainkan hanya
merupakan akta dibawah tangan. Selain kedua sydieas, untuk dapat
mengkategorikan suatu akta termasuk dalam aktdiloiau bukan dapat dilihat
dari bentuknya, pasal 1868 BW hanya menyebutkaw®abentuk dari akta
otentik ditetapkan oleh Undang-Undang.

Bentuk dari akta otentik ini dapat dilihat pada@&8 UUJN dimana disebutkan
dalam pasal iff*

(1) Setiap akta Notaris terdiri dari:

a. Awal akta atau kepala akta;

b. Badan akta; dan

c. Akhir atau penutup akta

(2) Awal akta atau kepala akta memuat:

a. Judul akta;

b. Nomor akta;

c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan

d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan akta memuat:

a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganaga,
pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal ppemghadap
dan/atau orang yang mereka wakili;

b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan pidiak yang
berkepentingan; dan

123Undcmg-Undang Tentang Jabatan Notaris, Op.Cit, Pasal 18

124lbid, Pasal 38
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d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pialear, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dan tiap-tiap saksigenal.
(4) Akhir atau penutup akta memuat:
a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaldaldm
Pasal 16 ayat (1) huruf | atau Pasal 16 ayat (7);
b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penamdgtsan
atau penerjemahan akta apabila ada;
c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir dari tiapgtisaksi akta,;
dan
d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjathlam
pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubakiang
dapat berupa penambahan, pencoretan, atau pengganti
(5) Akta Notaris pengganti, Notaris Pengganti Khusugsn dPejabat
sementara Notaris. Selain memuat ketentuan sebagairdimaksud
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memmuanor dan tanggal
penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengémgk

Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik aijen dalam pasal

15 ayat (1) UUJN. Dalam pasal 15 ayat (1) UUJN thkan bahw&>

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenamus= perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh pewn perundang-undangan
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingatuk dinyatakan dalam
akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuadita, menyimpan akta,
memberikan grose, salinan dan kutipan akta, senmau#nysepanjang pembuatan
akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualtikkepada pejabat lain atau
orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Dari bunyi pasal tersebut ada beberapa hal yangtddipimpulkan mengenai

kewenangan dari seorang notaris, yaitu:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenaiuaeperbuatan,

perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan olehtyara perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang benkegan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, sepanjang pembualtéerakta itu tidak
juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabattau orang lain yang
ditetapkan oleh undang-undang.

Ini berarti bahwa notaris boleh membuat seluruha,aklalam bidang
hukum perdata, sepanjang oleh undang-undang tittekuhlikan kepada
pejabat, lain, contohnya adalah akta kawin, aktahken, dimana notaris
tidak berwenang untuk membuat kedua akta terskbtgna kewenangan

125

Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, Op.Cit, Pasal 15 ayat (1)
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untuk membuat kedua akta tersebut telah diberilegpad¢ta pegawai kantor
catatan sipil dan pegawai kantor urusan agamakugita perkawinan
pasangan muslim. Secara keseluruhan, wewenang idNateliputi 4
(empat) hal yaittf®
* Notaris harus berwenang sepanjang yang menyandggkatyang
dibuat itu.
Seperti yang telah dibahas diatas, tidak semudaiejanum dapat
membuat suatu akta, seorang pejabat umum hanya uaerakta-
akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan aéapya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
* Notaris harus berwenang untuk membuat akta mengeaag (-
orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
Notaris tidak berwenang untuk membuat akta unteektingan
orang yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) U8JIN
* Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempand akta
itu dibuat.
Setiap Notaris mempunyai wilayah jabatan, dan iayaa
berwenang untuk membuat akta di dalam wilayah gbgta
tersebut.
* Notaris harus berwenang sepanjang mengenai wakhbysgan
akta itu.
Notaris tidak berwenang untuk membuat akta selamaasih culti,
demikian juga Notaris tidak berwenang untuk membakita
sebelum ia diambil sumpahnya.
2. Notaris menjamin kepastian tanggal pembuatan akta.
Kepastian dari tanggal akta ini dapat dilihat ppdda kepala akta yaitu
pada hari ini, tanggal, pukul, menghadap kepada agma notaris
beserta tempat kedudukan), Tuan/Nyonya, kata melaghdalam kepala
akta ini berarti bahwa pihak-pihak yang berkepeyam harus langsung

menghadap ke notaris pada saat akan menandataagtni apabila

126Tobing, Op.cit,halaman 40

127Undang—Undomg Tentang Jabatan Notaris, Op.Cit,
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berhalangan hadir maka pihak-pihak tersebut haremberikan kuasa

kepada seseorang untuk datang mewakili dirinya imahgp Notaris dan

menandatangani akta yang terkait.

Penandatanganan suatu akta tidak dapat dilakukda pari-hari yang

berlainan®®. Hal ini senada dengan bagian akhir akta, dinpaia bagian

akhir akta disebutkan “Segera setelah akta iniadikan oleh saya, Notaris
kepada (para) penghadap, maka akta ini ditandatangieh (para)
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.” Berksdyunyi akhir akta
terlihat bahwa akta notaris harus segera ditandatansetelah akta
tersebut dibacakan oleh Notaris yang bersangk&#anandatanganan dari
suatu akta oleh para penghadap merupakan suatat gyarg tidak dapat
ditiadakan dalam suatu akpartij, oleh karena dengan tanda tangan itu
dinyatakan adanya keterangan yang diberikan, sebaga tercantum
diatas tanda tangan 1t . Apabila penghadap menerangkan tidak dapat
membubuhkan tanda tangannya dalam akta atau begaalauntuk
melakukannya, maka keterangan tersebut berikut aterdtalangannya
harus diberitahukan oleh notaris secara tegas dakamtersebut, hal ini
dinamakan dengan surrotjat Surrogat dapat dilakukan dalam'ial

a. Tidak dapat membubuhkan tanda tangannya oleh kaysrg
bersangkutan buta huruf;

b. Berhalangan untuk membubuhkan tanda tangannyalimekayang
bersangkutan tidak buta huruf, termasuk semua tamal &keadaan,
dimana seseorang karena suatu keadaan, baik yasitabeetap atau
sementara, tidak dapat membubuhkan tanda tangatagean akta
tersebut, sekalipun ia mempunyai kemauan untuk hsenu

Dalam hal penghadap, tidak mengerti bahasa indanesaka notaris

wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta Kanddgahasa yang

dimengerti oleh penghadap, apabila notaris tidggatianenerjemahkan

atau menjelaskannya, maka akta tersebut dijelagkam diterjemahkan

128Tobing, Op.cit, halaman 206

Ibid, halaman 212
Ibid, halaman 212
“bid
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oleh seorang penerjemah resmi, hal ini sesuai dekgtentuan dalam
Pasal 43 UUJN.

3. Notaris menyimpan akta.
Setelah akta ditandatangani, maka notaris akan m@kahn salinan akta
atau grosse akta atau kutipan akta (tergantung kamgpara pihak),
kepada para pihak, sedangkan akta yang telah ditamghani oleh para
pihak, saksi-saksi dan notaris itu sendiri akanngian oleh notaris
sebagai bagian dari protokol kantor notaris, karemerupakan arsip
negara, akta yang disimpan inilah yang dinamakamutaiakta.

4. Notaris memberikan grosse akta, salinan akta dapawuakta.
Dari satu akta minuta, notaris dapat memberikassgakta atau salinan
akta atau kutipan akta, untuk para pihak, tergantparmintaan para
pihak.

» Grosse akta adalah salah satu salinan akta untgakean hutang
dimana pada bagian kepala akta tertulis “DEMI KERBIN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang
mempunyai kekuatan eksekutoria.

» Salinan akta adalah salinan kata demi kata dawrigelakta dan
pada bagian bawah salinan akta tercantum frasaridén sebagai
salinan yang sama bunyiny&®

» Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dau s#au beberapa
bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan tektantum
frasa “diberikan sebagai kutipat**

Akta otentik mempunyai beberapa kelebihan, yaitu
a. Apabila disangkal oleh pihak lawan, maka pihak yamgnyangkal yang
harus membuktikan (pembuktian terbalik).
b. Selama belum ada bukti yang bertentangan (sebalkisggala apa yang
dimuat dalam akta tersebut harus dianggap benar.

132Undcmg-Undang Tentang Jabatan Notaris, Op.Cit, Pasal 1 ayat (11)

Ibid, Pasal 1 ayat (9)

Ibid, Pasal 1 ayat (10)

B Hari Sasongko, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, (Bandung: Mandar Maju, 2005),
halaman 53.
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Jika akta otentik diajukan sebagai bukti, dan tidd& bantahan dari pihak
lawan, maka pada diri akta otentik tersebut suéatapai batas minimal serta
sekaligus mempunyai nilai kekuatan pembuktian ysergpurna dan mengikat
Dapat juga dikatakan bahwa akta otentik merupakéi lyang lengkap, yaitu
bukti yang sedemikian, yang membuat hakim memplerképastian yang cukup
untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut olehggugat’’. Berdasarkan
uraian tersebut dapat dikatakan bahwa meskipun @tktatik merupakan bukti
yang dianggap sempurna, namun masih terbuka kermargkintuk digugurkan
apabila pihak lawan mempunyai bukti yang Kefat

Menurut pendapat yang umum yang dianut, pada setiap otentik,
termasuk akta notaris, mempunyai 3 (tiga) kekupnbuktian, yaitt?*

a. Kekuatan Pembuktian Lahirighlitwendige Bewijracht).

Kekuatan pembuktian lahiriah ini merupakan kekuathte itu sendiri

untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik.ugas akta yang dari

luarnya kelihatan sebagai akta otentik, berlakuagab akta otentik
terhadap setiap orang.
b. Kekuatan Pembuktian Form@ormele Bewijskracht).

Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejaksitia itu

membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikanpiyging dilihat,

didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notartgagai pejabat umum di

dalam menjalankan jabatannya.

c. Kekuatan Pembuktian Materi@ateriele Bewijskracht).

Dalam pembuktian material, isi dari akta tersebwainggap dibuktikan

sebagai sesuatu yang benar terhadap setiap oraggnenyuruh diadakan

atau dibuatkan akta itu .

Keberadaan akta otentik, baik karena undang-undaeggharuskannya
alat bukti untuk perbuatan tertentu itu (denganaarvan kebatalan jika tidak
dibuat dengan akta otentik) atau karena pihak-pigakg berkepentingan,

menghendaki agar perbuatan hukum mereka itu dikaanglan diwujudkan

136Sasongko, Op.Cit, halaman 53

137Setiawan, Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata, (Bandung: Alumni, 1992), him
405.

138Sasongko, Op.Cit, halaman 53.

139Tobing, Op.Cit, halaman 55.
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dalam bentuk akta otentik, mutlak merupakan keherdin merupakan bukti
perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingakamuperbuatan hukum
pejabat umuri®

Dengan kata lain, bahwa akta otentik itu dibuathohtau dihadapan
pejabat umum, hanya mungkin terjadi atau terwajoabild*"

a. Adanya permintaan pihak-pihak yang berkepentingamgymeminta atau
menghendaki agar perbuatan hukum mereka itu dikgatdalam bentuk
otentik.

b. Disamping adanya permintaan dan dikehendaki olélakppihak yang
berkepentingan, juga oleh karena untuk perbuatdwurhuitu, undang-
undang mengharuskannya dibuat dalam bentuk otentik.

Pada prinsipnya, notaris bersifat pasif dalam nalapara pihak yang
menghadap kepadanya, ia hanya bertugas mencataimatauliskan dalam akta
apa-apa yang diterangkan para pifiak Tidak berhak untuk mengubah,
mengurangi, atau menambah apa yang diterangkanpaebhadap, karenanya
sekarang ini, muncul pendapat bahwa notaris merkiilvenangan untd#®

a. Mengkonstantir atau menentukan apa yang terjadadapan matanya;

b. Oleh karena itu, notaris berhak mengkonstantir ateanentukan fakta
yang diperolehnya guna meluruskan isi akta yani lelyak.

Dengan demikian, sifat pasif notaris ditinjau dsepi rasio tidak mutlak tetapi
fleksibel dengan acuan penerapan:

a. Pada prinsipnya notaris tidak berwenang menyelidkebenaran
keterangan yang dikemukakan para pihak;

b. Akan tetapi dalam hal keterangan yang disampaikama ppihak
bertentangan dengan:

» Peraturan perundang-undangan;
» Ketertiban umum; dan
» Kesusilaan.

Notaris wajib menolak akta yang diminta.

YO\ 1uchlis Patahna dan Joko Purwanto, ed, Op.cit, halaman 267.

141, .

Ibid
2M. Ya hya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-4, 2006), halaman 573.
143,, .

lbid.
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2.3. Peran dan tanggung jawab notaris dalam Perubahan

anggaran dasar PT.
2.3.1. Peran Notarisdalam Perubahan anggaran dasar PT

Perubahan anggaran dasar suatu PT tidak dapat dagpaskan dari
peran seorang Notaris, dalam Pasal 21 ayat (4) Udisebutkart**

“Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksudapagit (2) dan ayat (3)
dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalamdsshindonesia”.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut tejéilzest bahwa Undang-Undang
menghendaki agar setiap perubahan anggaran dasaatdatau dinyatakan dalam
akta Notaris dalam bahasa indonesia. Seperti yalafp dibahas diatas, bahwa
perubahan anggaran dasar harus mendapat persetlguaiRUPS, berkaitan
dengan ketentuan dalam pasal 21 tersebut, makandad suatu PT akan
melakukan perubahan terhadap anggaran dasarnyé, pgemubahan yang
memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan HARupun perubahan yang
hanya perlu dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HANW yang bersangkutan
wajib mengadakan RUPS, dan hasil dari RUPS terseduts dituangkan atau
dinyatakan dalam akta Notaris.

Dalam hal Notaris ikut menyaksikan jalannya RURSiI éwal hingga
akhir, maka akta yang dibuat dapat berupa aktaldifRapat Umum Pemegang
Saham atau Berita Acara Rapat Umum Pemegang Sakedua akta ini
merupakan jenis‘akta Relaas” atau “akta pejabat” dimana dalam akta ini
Notaris menuliskan kesaksian tentang apa yangadiiyja dalam hal ini Notaris
akan menuangkan bagaimana pelaksanaan dari RURSbuer dari awal
pelaksanaan hingga selesai.

Dalam hal pelaksanaan RUPS disaksikan langsuny Maris, selain
Notaris harus membuat Berita Acara Rapat atau Ridalah Rapat, Notaris juga
berperan untuk memastikan agar syarat-syarat @laks RUPS telah terpenuhi
termasuk juga apabila dalam RUPS terjadi votingaN® harus memastikan agar
keputusan yang diambil mempunyai kekuatan hukumiulekonkret peranan

Notaris dalam pelaksanaan RUPS antara lain:

144Undcmg-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit. Pasal 21 ayat (4)
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a. Sebelum pelaksanaan RUPS.

- Memastikan panggilan kepada pemegang saham tét&ukin sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang.
Sebelum pelaksanaan RUPS, PT harus mengadakan ggitaan
kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan8Pasmght (1)
UUPT"® dalam hal ini Notaris harus memastikan dengan haeli
tanggal pada surat panggilan apakah jangka wakt(empat belas)
hari, tidak termasuk tanggal RUPS dan tanggal saaaggilan terlah
terpenuhi. Apabila yang akan melangsungkan RUP&iadRerseroan
Terbuka maka selain panggilan, Notaris juga hariEmastikan
apakah sebelum panggilan dilakukan Perseroan telahgadakan
pengumuman kepada Pemegang saham sesuai keteataan Rasal
83 UUPT*dimana jangka waktu pengumuman ini sama dengan
jangka waktu panggilan yaitu 14 (empat belas) saloelum panggilan
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilanukJiterseroan
terbuka baik pengumuman ataupun panggilan kepaadaegeng
sahamdilakukan melalui media massa, sehingga unglihat jangka
waktu tersebut, Notaris cukup melihat dari tandgeditnya.

- Notaris harus mengetahui agenda dalam RUPS.
Dalam praktek, sering terjadi perubahan anggarasarddilakukan
berbarengan dengan pelaksanaan RUPS tahunan, aapaibilyang
bersangkutan memasukan agenda perubahan anggaearkdadalam
agenda RUPS tahunan, maka Notaris dapat membesikiam agar
perubahan anggaran dasar tersebut dilakukan dal#*SR.uar Biasa,
mengingat jumlah kuorum yang berbeda. Dalam h@gdedemikian
maka Perseroan harus mengadakan 2 (dua) kali RE&s hari yang
sama, RUPS pertama yang diselenggarakan adalah RaHe8an,
kemudian setelah RUPS tahunan ditutup, Ketua Rdeanbali
membuka Rapat untuk penyelanggaraan RUPS Luar .Biafmiknya
agenda Rapat ini diberitahukan kepada Notaris gebphnggilan atau

145Undcmg-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit. Pasal 82 ayat (1)

146lbid, Pasal 83
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pengumuman dilakukan, karena pada saat pengumuamapashggilan
Perseroan harus mencantumkan RUPS apa vyang hendak
dilaksanankan, apakah RUPS tahunan dan RUPS LussaBatau
hanya salah satunya.
b. Pada saat pelaksanaan RUPS

- Pada saat hari pelaksanaan RUPS sebelum RUPS giNat@ris
harus memastikan bahwa pemegang saham yang hadihatama-
nama pemegang saham yang termasuk di dalam Dadtaedang
Saham Perseroan (DPS) yang terbaru, disebut yabgrae karena
pemegang saham dari suatu Perseroan sangat dimkagkuntuk
mengalami perubahan. Untuk Perseroan Terbuka, malean untuk
memastikan apakah yang datang adalah benar pemegsragn,
Notaris dapat berkoordinasi dengan BAE (Biro Admirasi efek)
yang menyimpan daftar saham dari PT yang bersaagképabila
pemegang saham adalah badan hukum, maka Notauss im@&meriksa
anggaran dasarnya apakah yang hadir merupakan gearggberhak
untuk mewakili badan hukum tersebut, atau apab#agy hadir
merupakan kuasanya, maka Notaris harus memastighwab yang
memberi kuasa adalah memang orang yang berhak orgokerikan
kuasa mewakili badan hukum. Hal yang sama jugaakeruntuk
pemegang saham perseorangan yang memberikan kaakepgda
orang lain.Dalam hal pemberian kuasa, apabila ai@egang saham
yang memberikan kuasa kepada anggota Direksi atawab
Komisaris atau karyawan dari Perseroan yang beks#g maka
Notaris harus menginformasikan bahwa apabila ni@mfadi voting
maka suara dari anggota Direksi atau Dewan Konsisdau karyawan
Perseroan yang bertindak sebegai penerima kuassk takan
diperhitungkan, sebagaimana dicantumkan dalam Fesayat (4)
UUPT™,

- Notaris juga harus menghitung kuorum dalam rapettk& rapat akan
dimulai, Notaris harus menghitung berapa keselurusgham yang

147Undang—Undomg Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit. Pasal 85 ayat (4).
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hadir, apakah sudah mencapai kuorum atau belurmapar atau

tidaknya kuorum dalam rapat, juga tergantung dgenda dalam rapat

tersebut. Dalam hal terjadi voting dalam rapatetieus, maka Notaris

juga berperan untuk melakukan perhitungan, hasihipmgan ini

nantinya akan menjadi acuan bagi ketua rapat umtekentukan

keputusan apa yang akan diambil berkaitan dengamdagersebut.
Walaupun RUPS yang menyetujui perubahan anggarsar tielah dibuatkan akta
Berita Acara nya atau Risalahnya oleh notaris, makanena perubahan anggaran
dasar akan diproses ke Kementerian Hukum dan HABkanperlu diberikan
kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakaotusgm tersebut dalam
suatu akta notaris tersendiri yaitu akta Pernyakeputusan Rapat (PKR). Kuasa
kepada Direksi ini langsung dicantumkan pada aktait® Acara RUPS atau
Risalah RUPS. Selain kuasa untuk menyatakan keputBJPS, perlu juga
dicantumkan kuasa untuk mengurus ke Kementerianufduklan HAM.Ada
beberapa alasan mengapa akta PKR tetap perlu dialeipun akta Berita Acara
Rapat atau Risalah Rapat telah dibuat oleh notantsra lain:

1. Seperti yang telah diuraikan di atas, akta BeritarA RUPS maupun akta
Risalah Rapat merupakdiakta Relaas” atau “akta pejabat” dimana
dalam akta ini Notaris menuliskan kesaksian tentpe yang dilihatnya
selama RUPS berlangsung, termasuk bila terjadi ngotidalam
pengambilan keputusan, notaris akan menuangkannydaldm akta
tersebut, mengingat Perubahan anggaran dasar Rify@aharus diproses
ke Menteri Hukum dan HAM, baik untuk memperolehsgetnjuan atau
hanya dilaporkan, maka akta tersebut nantinya aflerahkan ke
Kementerian Hukum dan HAM untuk diproses, umumnyh yang
bersangkutan menghendaki hanya keputusan RUPSdkeighui oleh
pihak lain, sedangkan apa yang terjadi selama Rh#@&ngsung cukup
diketahui oleh PT yang bersangkutan atau pihakkpiban yang hadir
dalam RUPS atas permintaan PT tersebut. Dengaratdija akta PKR
maka hal-hal yang terjadi di dalam RUPS, sehubungimgan
pengambilan keputusan mengenai perubahan anggasar tidak akan

diketahui oleh pihak luar.
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2. Perubahan anggaran dasar harus dinyatakan seogiapedalam akta,
misalnya Perseroan hendak mengadakan perubahah Raseengenai
modal, maka dalam akta, pasal 4 tersebut harusisdkembali secara
lengkap. Dalam RUPS, umumnya hanya akan dibahabg@ean apa yang
akan dilakukan tapi tidak mencantumkan kembali lpgsag dirubah
tersebut secara lengkap, dengan dibuatnya akta PkdRa perubahan
suatu pasal secara lengkap akan disebutkan.

Akta PKR ini dapat ditandatangani pada hari yangnasasetelah RUPS
dilangsungkan atau dapat juga ditandatangani padadng lain, dengan catatan
penandatanganan akta PKR tersebut tidak boleh gdnih30 (tiga puluh) hari
sejak RUPS dilangsungkan sebagaimana ketentuam deésal 21 ayat (6
dimana disebutkan bahwa:

“Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyataldaiam akta notaris setelah
lewat batas 30 (tiga puluh) hari ...".

Selain mengadakan RUPS yang langsung dihadiri @hris, pemegang
saham juga dapat mengadakan RUPS tanpa dihadiri Ndgaris, hasil dalam
RUPS ini dituangkan dalam Berita Acara RUPS yamyal dibawah tangan dan
ditandatangani oleh para pemegang saham. Dalani Phsayat (5) UUPT*
disebutkan bahwa:

“Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuatatalakta Berita Acara Rapat
yang dibuat oleh notaris harus dinyatakan dalamaakottaris paling lambat 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal RUPS”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut mak#éa Becara RUPS yang
dibuat dibawah tangan tersebut, harus dinyatakand&am akta Notaris.
Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepadalaimakntuk menghadap
Notaris dan menyatakan keputusan dalam RUPS tdrkelanlalam akta Notaris.
Sama dengan akta Risalah RUPS atau akta BeritaaARdPS (BARUPS) yang
dibuat Notaris, akta PKR yang dibuat berdasarkda BKRR yang dibuat secara
dibawah tangan, tidak boleh lebih dari 30 (tigaupyilhari .

Agar BAR bawah tangan tersebut dapat dinyatakéandakta PKR, maka
harus ada kuasa kepada pihak yang menghadap keptdes, untuk menyatakan

148Undcmg-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit. Pasal 21 ayat (6).

“Ibid, Pasal 21 ayat (5).
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akta BAR tersebut ke dalam akta PKR. Kuasa inidang dicantumkan di dalam
BAR tersebut, apabila tidak ada kuasa untuk mekgat&eputusan tersebut ke
dalam akta notaris, keputusan tersebut tetap ddipatarilkan asalkan yang
menghadap ke notaris dan menandatangani aktasmtaradalah Direksi.

Selain RUPS secara internal yang diadakan oleregany saham, untuk
mengambil keputusan untuk merubah anggaran dasamegang saham juga
dapat mengambil keputusan di luar RUPS, namun kepatini tetap mempunyai
kekuatan yang mengikat sebagaimana keputusan yanwpitl dalam RUPS, hal
ini sesuai dengan Pasal 91 UUPlyang menyebutkan bahwa:

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusarg yaengikat di luar
RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengasubak menyetujui
secara tertulis dengan menandatangani usul yangaregkutan”.

Dalam pengambilan keputusan ini tidak diadakan RY&&ra fisik, melainkan
hanya mengirimkan keputusan secara tertulis kepagada pemegang saham,
pengambilan keputusan dengan mekanisme yang dendkeaskan lebih lanjut
dalam penjelasan pasal 91 UUPYang menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan dr RUPS” dalam praktek
dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (@GrcuResolution).
Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tan@alakan RUPS secara fisik,
tetapi keputusan diambil dengan cara menirimkaraseeertulis usul yang akan
diputuskan kepada semua pemegang saham dan usebterdisetujui secara
tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimakengan “keputusan yang
mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekudtakum yang sama
dengan keputusan RUPS”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dimungkinkan kepadaegang saham untuk
mengambil keputusan yang bersifat mengikat, tanpagadakan RUPS secara
fisik. Disebut Circular Resolution karena merupakan suatu keputusan yang
ditandatangani oleh para pemegang saham dan deedddei pemegang saham
yang satu ke pemegang saham yang lain, karena usgputtersebut hanya
merupakan keputusan yang dikirimkan kepada pemegahgm, maka sebelum

keputusan tersebut diedarkan Direksi hendaknya imerkan surat kepada

15OUndcmg-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit, Pasal 91.

151Ibid, penjelasan pasal 91.
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seluruh pemegang saham yang isinya kurang kebiheraegkan bahwa
Perseroan hendak mengambil keputusan untuk meariggaran dasar.

Isi Circular Resolutiontersebut dapat dianggap sebagai isi dari RUPS
asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai bérkut

1. Semua pemegang saham (100% (seratus persen))esiaeigang saham
dengan hak suara yang sah menyetujui secara $edala pengambilan
keputusan tersebut.

2. Semua pemegang saham (100% (seratus persen))esiaeigang saham
dengan hak suara yang sah menyetujui secara sekeputusan yang
diambil tersebut.

Karena Circular Resolutiomi merupakan keputusan dibawah tangan,
maka sesuai dengan Pasal 21 ayat (5) UtPMmaka keputusan tersebut harus
dinotarilkan. Sama halnya dengan akta BAR bawaga@Circular Resolution
juga harus mencantumkan kuasa untuk menyatakartusgmutersebut ke dalam
akta notaris. Namun, apabila kuasa ini tidak adakanseperti yang telah
diuraikan sebelumnya, yang dapat menyatakan kegutiggsebut ke dalam akta
notaris hanya Direksi.

Apabila padaCircular Resolution tidak disebutkan kapan keputusan
tersebut mulai berlaku, maka untuk menetapkannyzatddilihat dari tanggal
terakhir tanda tanga@ircular Resolutionini sangat bermanfaat bagi Perseroan
yang pemegang sahamnya berada di berbagai wilégh dalam maupun luar
negeri. Berhubungircular Resolutionini merupakan keputusan yang diedarkan
di antara pemegang saham, maka idealnya pemegamgm sayang
bersangkutanlah yang menandatangani keputusamuérberbeda dengan Berita
Acara Rapat bawah tangan, dimana pemegang sahaah mi@mberikan kuasa
kepada pihak lain untuk menghadiri RUPS.

2.3.2. Tanggung Jawab notaris dalam Perubahan anggaran dasar PT

Perubahan anggaran dasar suatu PT tidak mungkaku#én tanpa

membuat akta Notaris. Sebagaimana yang telah skja sebelumnya, akta

notaris dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) $egpaitu akta Relaas dan akta

152Fuady, Op.Cit, halaman 140.

153Undang—Undomg Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit. Pasal 21 ayat (5)

Universitas Indonesia

Peran dan tanggung..., Melissa Lousiana, FH Ul, 2012.



51

Partij. Sejauh mana tanggung jawab notaris terhallegmya tergantung dari jenis
akta yang dibuatnya:
1. Tanggung jawab notaris terhadap akta Relaas.

Perubahan anggaran dasar suatu PT tentunya tidaigknu
dilakukan tanpa persetujuan pemegang saham.Dalampéseroan
mengadakan RUPS langsung dengan notaris, makasneéaus membuat
akta BAR atau akta Risakah rapat terkait dengan Rt#Psebut. Kedua
akta ini termasuk ke dalam akta Relaas atau akfabate karena
dalamakta tersebut notaris menerangkan dalam jabgasebagai pejabat
umum kesaksian dari semua yang dilihat, disakstkeandialaminya yang
dilakukan oleh pihak laii* Dalam kaitannya dengan RUPS, notaris
berkewajiban untuk mencatat semua hal yang tegeldima pelaksanaan
RUPS tersebut, artinya notaris bertanggung jawab & akta, isi akta
disini maksudnya adalah hal-hal yang terjadi selRd&S berlangsung.

Pada jenis akta ini Notaris tidak bertanggung jaw#bn tidak
adanya tanda tangan orang-orang yang hadir, apafal@g-orang yang
hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatarakta itu, maka
notaris cukup menerangkan di dalam aktanya bahway yedir telah
meninggalkan rapat sebelum menandatangani aktakta,tersebut tetap
merupakan akta otentik.

2. Tanggung Jawab notaris pada akta Partij.

Berbeda dengan akta relaas, pada akta Partij, imotemya
menuliskan  keterangan-keterangan dari  pihak  (-pihalang
menghadapnya. Keputusan pemegang saham yang kendidiatakan
dalam akta notaris, termasuk ke dalam jenis aktd@am akta jenis ini,
tanda tangan dari pihak yang bersangkutanmerupleddaarusan, apabila
pihak yang bersangkutan tidak dapat menandatamddaitersebut, maka
harus dijelaskan mengapa ia tidak dapat menandataakta tersebtrt.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, balotaris

bersifat pasif. Notaris hanya memeriksa kebenavanif, notaris tidaklah

154Tobing, Op.Cit, halaman 52.

Ibid, halaman 53.
Ibid, halaman 52.

155
156
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bertanggung jawab apabila ternyata data-data yeegathkan penghadap
atau keterangan yang diberikan penghadap ada ydaig lhenar, karena
notaris tidak berwenang untuk menyelidiki keterangang disampaikan
oleh para pihak, kecuali apabila keterangan yangandpaikan

bertentangan dengan peraturan perundangan yargkiberhaka notaris
wajib untuk menolak membuat aktanya.

Pada dasarnya, terkait dengan perubahan anggasan shatu PT, notaris

bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, kayansebelum membuat akta

terkait, ada beberapa hal yang perlu diperhatikah notaris yang bersangkutan

antara lain:

1.

Identitas para pihak.
Notaris harus memastikan bahwa identitas yang #id@ioleh pihak yang
menghadap, hal ini juga wajib dilakukan apabilaanset akan membuat
akta berita acara RUPS.
Kewenangan bertindak dari pihak yang menghadap.
Notaris harus melihat kewenangan bertindak padakpiyang datang
menghadap. Dalam hal perubahan anggaran dasakuldila dengan
RUPS bawah tangan atatircular Resolution umumnya kuasa untuk
menyatakan keputusan tersebut ke dalam akta nd&dantum dalam
keputusan tersebut. Namun, apabila ternyata kuasebut tidak ada,
maka yang berhak untuk menyatakan keputusan tdrsebyalah Direksi.
Apabila kuasa tersebut diberikan kepada DireksakanNotaris
haru memeriksa susunan pengurus terakhir dari R$elat dan
memeriksa anggaran dasar dari PT tersebut, mendenaéenangan
Direksi, apakah Direktur Utama dapat bertindak &endtau harus
bersama-sama dengan Direktur lainnya dan apabilekfdr Utama
berhalangan hadir, apakah dapat digantikan oletasgdirektur lainnya
atau harus 2 (dua) orang Direktur lainnya. Dapga jditentukan dalam
anggaran dasar, apabila Direktur Utama berhalahgdir, maka 2 (dua)
orang Direksi lainnya, yang ditunjuk dengan Sumyjukan berhak dan
berwenang mewakili Perseroan, dalam hal demikieekkamotaris yang

bersangkutan harus meminta surat penunjukan tdrs&pabila anggaran
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dasar menghendaki yang bertindak mewakili Perseestalah 2 (dua)
orang Direktur dan salah satunya berhalangan hdulitungkinkan bagi
Direktur yang hadir untuk bertindak dalam 2 (duapéstitas yaitu dalam
jabatannya sebagai Direktur dan penerima kuasa Daektur yang

berhalangan hadir.

3. Berita Acara Rapat notaril atau bawah tangan, mauircular
Resolution tidak dapat dinyatakan ke dalam akta PKR ataa BIKPPS
(untuk Circular Resolutiol setelah lewat dari 30 (tiga puluh) hari. Karena
itu Notaris harus memastikan tanggal kapan kepuotasesebut diambil.
Jika jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewataka PT yang
bersangkutan harus mengadakan RUPS kembali atalwbuaér@ircular
Resolution.

4. Dalam hal pemegang saham dari PT yang bersangkagsupakan PT,
maka notaris harus memastikan bahwa yang menamgdatiamewakili PT
pemegang saham tersebut adalah memang pihak yawgnaeg dalam
hal ini adalah Direksi, atau kalaupun bukan merapatnggota Direksi,
berarti pihak tersebut harus mendapatkan kuasaDidagksi. Dalam hal
terdapat badan hukum asing sebagai pemegang sahlBamyaRg
bersangkutan dan keputusan untuk merubah anggasar dilakukan
melalui Circular Resolutionmaka tandatangan dari pihak yang mewakili
badan hukum asing tersebut, harus dilegalisasi dgaris setempat dan
didaftarkan di Kedutaan Besar Republik Indonesiarspat. Hal ini sesuai
dengan Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri  Nomor
09/A/KP/XI11/2006/01 poin 68, dimana dikatakan bahwa:

“Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakamedara lain atau

dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesidupdilegalisasi

oleh instansi yang berwenang”.

Apabila dokumen tersebut tidak melalui prosedusdkut diatas, maka
notaris berwenang untuk menolak membuat aktanyankamdokumen
tersebut tidak dapat digunakan, hal ini sesuai @engpin 71 lampiran

peraturan Menteri Luar Negeri tersebut diatas yaegyebutkan bahwa:

157Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/X11/2006/01, tanggal 28 Desember
2006 Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah
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“Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan Inddonesia
khususnya di Daerah harus menolak dokumen-dokurmeg tydak atau
belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yangkbod di atas.

Notaris juga tetap berkewajiban untuk meminta arsggadasar dan

susunan pengurus terakhir dari badan hukum yarsabgkutan.

Tugas seorang notaris, bukan hanya sebagai pemktaatkan tetapi juga
harus dan wajib menyusun redaksi serta menjelakkpada pihak-pihak yang
berkepentingan tentang peraturan-peraturan pergralaang yang berlaku yang
berkaitan dengan akta yang akan dibfaiNotaris juga mempunyai tanggung
jawab untuk membantu kliennya, memberikan infornfasium yang benar dan
akurat, terkait dengan perubahan anggaran dasay akan dilakukan, hal ini
dimungkinkan karena sesuai dengan Pasal 15 ay#uf®f e UUIN®®, Notaris
berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum tedaigan pembuatan akta.
Apabila ada ketentuan dalam anggaran dasar yang @kabah bertentangan
dengan UUPT, maka notaris wajib menolak tentungarthi penjelasan dan dasar
hukum yang jelas.

Salah satu contoh adalah bila suatu PT ingin meéaodan dalam
anggaran dasarnya jumlah kuorum untuk menjaminkalmagian besar aset
Perseroan adalah lebih kecil dari yang ditentukalard UUPT (lebih kecil dari
3/4) hal ini jelas tidak diperbolehkan sebab metmmdketentuan Pasal 102 juncto
Pasal 89 ayat (1) UUPY¥. UUPT hanya memperbolehkan anggaran dasar
Perseroan menentukan kuorum yang lebih besar darg \ditetapkan oleh
Undang-Undang. Contoh lain adalah apabila suatingih agar dalam anggaran
dasarnya dicantumkan bahwa masa jabatan dari andgotksi dan Dewan
Komisaris adalah seumur hidup, hal ini jelas tiddlperbolehkan sebab
bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 94 dah Pal UUPT®L. Dalam
kedua pasal tersebut, baik Direksi maupun Dewan isams diangkat untuk

jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembaihgdn demikian dalam

38R, Soesanto, Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara) (Jakarta:

Pradnya Paramita, 1978), halaman 35.
159Undcmg-Undang Jabatan Notaris, Op.Cit.
Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit.
161,, .

lbid

160
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anggaran dasar harus disebutkan masa jabatan dsingrmasing organ
Perseroan tersebut.
2.4. Peran dan tanggung jawab notaris dalam pemberitahuan perubahan
anggaran dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Penyampaian perubahan anggaran dasar kepada kearetekum dan
HAM dilakukan secara elektronis melalui suatu sistgang dinamakan ‘Sistem
Administrasi Badan Hukum’ yang biasa disingkat agen&ISMINBAKUM atau
SABH. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merkgra penerapan
prosedur permohonan pengesahan Perseroan TerBatdan( Hukum) dengan
menggunakan Teknologi Informasi yang berbasiskarbsitee (web base),
Pengelolaan SABH sepenuhnya dilakukan oleh Kemanté¢iukum dan HAM
sejak tanggal 5 Januari 2069

Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) KeputusamévieKehakiman Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesiatanggal 31 dan2001 No. M-
02.HT.01.01.Tahun 200% dimana dikatakan bahwa:
“Terhitung sejak diberlakukannya Keputusan Mentéehakiman Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia ini, semua laporan gi¢aubahan anggaran dasar
perseroan terbatas wajib diajukan dan didaftarka&cara elektronis”.
Ini berarti setiap perubahan anggaran dasar bailg y@fatnya memerlukan
persetujuan atau yang hanya bersifat pemberitalpemperitahuannya kepada
Kementerian Hukum dan HAM harus dilakukan secaektednis, tidak dapat
dilakukan secara manual, apabila diajukan secarmahamaka Kementerian atau
pejabat yang ditunjuk wajib menolaknya dengan sugnolakar’*
Dibandingkan dengan pengajuan persetujuan atau eyéatiuan secara manual,
SABH ini memiliki beberapa kelebihan antara tain

1. Notaris di seluruh Indonesia tidak perlu datanggéamg ke Departemen

Hukum dan HAM untuk mengurus permohonan yang btrkailengan

162 . . . . . P . ..
Daniel/Neni “Peningkatan Investasi Melalui Reformasi Birokrasi “(wawancara dengan Dirjen

AHU) http://ditienahu.kemenkumham.go.id/index.php/peningkatan-investasi-melalui-reformasi-
birokrasi-wawancara-dengan-dirjen-ahu, diunduh pada tanggal (12 Maret 2012)

163Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 31 Januari
2001 nomor M-02.HT.01.01.Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

164Ibid, Pasal 5 ayat (3).

Peningkatan Investasi Melalui Reformasi Birokrasi, Loc. Cit

165
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Perseroan Terbatas cukup dengan memantau prosebuermelalui
internet, sehingga tidak perlu mengeluarkan biasensportasi dan
akomodasi.

2. Dari segi waktu SABH juga sangat efisien karenarimiasi mengenai
proses yang dapat dipantau setiap saat.

3. Dengan online sistem akan meminimalisir tatap marki@ra petugas dan
Notaris sehingga dapat dihindari adanya biayaddirar biaya yang telah
ditetapkan yang pada akhirnya berujung pada ekobaya tinggi.

4. Dengan adanya sistem komputerisasi telah turut ofmig sistem
penyimpanan arsip, jika dengan sistem manual, pgrgman data hanya
dilakukan melalui penyimpanan dokumen fisik, makenghn sistem
komputerisasi, penyimpanan data juga dilakukaardaserver sehingga
selain lebih efisien dalam masalah tempat penyi@panrsip, data dalam
server keamanannya lebih terjamin karena tidak aemrang dapat
membuka data tersebut, pemanfaatannya juga hamganuleijin dan
pejabat terkait.

Proses pengajuan perubahan anggaran dasar kepagmti€éaan Hukum
dan HAM dimulai dengan mengakses Sistem AdministiBadan Hukum
(SABH) akses ini dilakukan melalui beberapa tahayn/®

1. Tahap awal
Pada tahap ini untuk dapat mengakses SABH, malaldkan user name
dan password, user name merupakan nama dari npdagsbersangkutan,
pada tahap ini juga kita harus memasukkan namadPTniemilih dian
model apa yang akan diakses, apakah dian modebdeln2, atau model
3. Kecuali untuk dian model 1, setelah pemilihaangdimaka sistem akan
meminta untuk memasukkan nomer SK terakhir untukd?ean tersebut,

2. Pengisian Pra dian.

Tahap pra dian ini terdiri dari beberapa isian yaagus di lengkapi yaitu:

a. Pengisian tanggal dan nomor akta.

Tanggal akta yang dimasukkan disini tidak bolehheatari 30 (tiga
puluh) hari kebelakang, sesuai dengan UUPT Pasahy2t (7§°".

*\Wawancara dengan Stevanus Joseph, Notaris dan PPAT Kota Cianjur, Op.cit.
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Apabila tanggal akta lebih dari 30 (tiga puluh h&e belakang, maka
sistem akan secara otomatis menolak.
b. Pengisian tentang hal-hal apa saja yang akan diruba
c. Kelengkapan syarat-syarat.
Syarat disini terbagi menjadi 2 bagian yaitu:
e Syarat wajib
merupakan syarat yang wajib dipenuhi
e syarat conditional
merupakan syarat yang bersifat wajib untuk diperagabila
berkaitan dengan kondisi tertentu, contohnya apd®@rseroan
mengadakan perubahan mengenai peningkatan modeildtas
disetor, maka harus melampirkan bukti setor modalu a
apabila pemegang saham dari Perseroan ada yangabeiiu
maka harus melampirkan anggaran dasar dari PT yang
bersangkutan.

3. Pengisian DIAN.

Setelah tahap pra DIAN selesai, maka tahap bemkuadalah pengisian
DIAN, DIAN ini terbagi menjadi 3 model yaitu:

a. DIAN | :untuk pendirian

b. DIAN Il :untuk perubahan anggaran dasar khususlPas 4.

c. DIAN Il :untuk perubahan lain selain perubahaatds.

4. Setelah DIAN selesai, maka tahap selanjutnya idgersebut akan
diperiksa atau diklarifikasi oleh Kementerian Hukupemeriksaan ini
dilakukan oleh beberapa bagian dalam Kementeriakuiry kita dapat
memantau pemeriksaaan ini sudah sampai pada baggera melalui
monitoring.

Ada beberapa tahapan pemeriksaan atau Klarifikasg yharus dilalui,
sebelum akhirnya perubahan anggaran dasar tersdibatujui atau
dinyatakan telah dicatat oleh Kementerian. Bebetapapan klarifikasi
tersebut adalah sebagai berikut:

1) Korektor Dian;

167Undang—Undomg Tentang Perseroan Terbatas, op.cit, Pasal 21 ayat (1)
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2) Klarifikasi Kasie;

3) Klarifikasi Kasubdit;

4) Pengecekan dian

5) Klarifikasi Direktur.
Apabila menurut Kementerian tidak ada koreksi dtalthal yang perlu
diklarifikasi, maka Kementerian akan menginformasik agar dokumen
fisik diserahkan melalui loket, tahap ini biasaetist dengan “Tidak
Keberatan Menteri” atau biasa disebut dengan “Tkdyabila dalam
proses klarifikasi ada koreksi dari Kementerian an&lementerian akan
menginformasikannya melalui inbox, dan sebelum d&pgut ke proses
berikutnya koreksian ini harus terlebih dahulu diKikasi atau
diselesaikan. Koreksi juga dimungkinkan terjadiek#t dokumen fisik
beserta lampirannya telah diserahkan.

5. Apabila dokumen fisik sudah dimasukkan dan tidek lemreksi lagi, maka
tahap selanjutnya adalah proses SK, SK yang telesa akan dikirimkan
ke kantor notaris yang bersangkutan.

Berkaitan dengan penyerahan dokumen fisik, selaiinas dari akta perubahan
anggaran dasar ada beberapa lampiran lain yang deerahkan yaitu:

a. Dokumen pendukung untuk permohonan persetujuarbabamn anggaran
dasar tertentu melipdtf

1) tembusan akta perubahan anggaran dasar Perseroang ya
diketahui oleh notaris sesuai aslinya;

2) ringkasan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Menteri ini;

3) notula rapat perubahan anggaran dasar jika tembusakta
berupa pernyataan keputusan rapat;

4) tembusan akta penggabungan yang diketahui olehrisos@suai
aslinya jika perubahan anggaran dasar dalam rangka
penggabungan, dengan dilampiri dokumen pendukungpbe
* tembusan Berita Acara Rapat atau Pernyataan Keputus

Rapat tentang persetujuan rancangan penggabungan da
Perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang
menerima penggabungan Perseroan;

1%8pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ditetapkan

tanggal 22 Maret 2011 Nomor M.Hh-01.Ah.01.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan
Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta
Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan
Terbatas.
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» fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tigahua buku
terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan
penggabungan;

e pengumuman dalam 1 (satu) Surat Kabar mengenakaisan
rancangan penggabungan Perseroan

5) Nomor Pokok Wajib Pajak yang diketahui oleh notesesuai
dengan aslinya;

6) bukti pembayaran biaya untuk :

* persetujuan perubahan anggaran dasar;

 pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia; dan

* persetujuan pemakaian nama Perseroan, jika perubaha
anggaran dasar mengenai perubahan nama Perseroan.

7) bukti setor modal Perseroan dari bank atas namasBeran atau
neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar reeag
peningkatan modal Perseroan;

8) pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggatasar
mengenai pengurangan modal;

9) surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseraini
pengelola gedung atau surat pernyataan mengenanaldengkap
Perseroan dari direksi Perseroan jika alamat lengk@erseroan
berubah; dan

10)fotokopi dokumen pendukung dari instansi terkaguse dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketadieh
notaris sesuai dengan aslinya.

b. Dokumen pendukung pemberitahuan perubahan angdasath®*

1) tembusan akta perubahan anggaran dasar Perseroang ya
diketahui oleh notaris sesuai aslinya;

2) ringkasan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Menteri ini;

3) notula rapat perubahan anggaran dasar jika tembusakta
berupa pernyataan keputusan rapat;

4) tembusan akta penggabungan yang diketahui olehrisos@suai
aslinya jika perubahan anggaran dasar dalam rangka
penggabungan, dengan dilampiri dokumen pendukungpbe
» tembusan Berita Acara Rapat atau Pernyataan Kepurtus

Rapat tentang persetujuan rancangan penggabungan da
Perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang
menerima penggabungan Perseroan;

» fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tigahua buku
terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan
penggabungan;

e pengumuman dalam 1 (satu) Surat Kabar mengenakaisan
rancangan penggabungan Perseroan.

%pasal 14, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
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5) bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Beegad
Republik Indonesia;

6) bukti setor modal dari bank atas nama Perseroaruataraca
Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenaing&atan
modal ditempatkan dan disetor dalam rangka modabdadan

7) fotokopi dokumen pendukung dari instansi terkaguse dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketadieh
notaris sesuai dengan aslinya.

24.1. Peran Notaris dalam pemberitahuan perubahan anggaran dasar

kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwapeatabean atas
perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Kemenktukum dan HAM
dilakukan melalui suatu sistem elektronik yang tha&an SABH.

Untuk dapat melakukan akses dalam sistem ini, Wik@n username dan
password. Keduanya dapat diperoleh dengan menggjpkanohonan kepada
Kementerian Hukum dan HAM, dengan melampirkan dakoilokumen sebagai
berikut:"®

1. Surat permohonan;
Foto copy SK Notaris;
Foto Copy Berita Acara Sumpabh;
Foto Copy KTP
Alamat kantor.

o & 0D

Dari keseluruhan dokumen yang menjadi persyaratatuku mengajukan
permohonan untuk dapat memperoleh akses ke SABHaterbahwa yang dapat
melakukan permohonan tersebut hanyalah notarisiriDiterlihat bahwa notaris
memegang peranan yang sangat penting dalam presdseptahuan perubahan
anggaran dasar PT kepada Menteri Hukum, karenadggat mengakses SABH
hanyalah notaris, dan nantinya baik Surat Keputwgaopun surat penerimaan
pemberitahuan perubahan data dari Kementerian Hukiam HAM akan
dikirimkan ke kantor notaris. Dengan kata lain dalgroses pengajuan perubahan
anggaran dasar PT ke Kementerian Hukum dan HAMgrisoterlibat sejak awal
hingga akhir. Sehingga dapat dikatakan, bahwa peaggerubahan anggaran
dasar kepada Kementerian Hukum tidak mungkin dikakutanpa melibatkan

notaris.

%Wawancara dengan Stevanus Joseph, Notaris dan PPAT Kota Cianjur, Op.cit.
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2.4.2. Tanggung jawab notaris dalam pemberitahuan perubahan anggaran
dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan uraian pada point sebelumnya dapanplitkan bahwa
notaris merupakan pihak yang mengurus pemberitalpgnbahan anggaran
dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM sejak prages yaitu pada saat
mulai mengakses SABH hingga proses akhir sampagaterSK atau Surat
Penerimaan Pemberitahuan yang diterbitkan oleh K&rman Hukum dan HAM
diterima oleh notaris yang bersangkutan.Mengingdans berperan dari awal
proses pemberitahuan kepada Kementerian Hukum, madgaris juga
bertanggung jawab atas proses pemberitahuan tersshal awal sampai
pemberitahuan tersebut dikirimkan ke kantor notaris

Sesuai dengan pasal 21 ayat (7) UUBTpermohonan persetujuan
perubahan anggaran dasar paling lambat diajukaadeepementerian Hukum
dan HAM paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhigusejak tanggal akta, hal ini
juga berlaku untuk perubahan anggaran dasar yakgpadiberitahukan kepada
Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana di sebutledam pasal 21 ayat (8)
UUPTY2  Mengingat pemberitahuan ini dilakukan melalui tsuasistem
elektronik, maka jangka waktu 30 (tiga puluh) hdigini adalah jangka waktu
dari tanggal akta sampai selesai proses Pra dian.

Apabila ternyata jangka waktu tersebut tidak tegbe atau pada saat
melakukan akses proses pra dian belum selesai, sistkan akan secara otomatis
akan menolak untuk melanjutkan proses atas aksaliat dengan kata lain akta
tersebut tidak dapat diproses ke Kementerian Huklam HAM, mengingat
proses ini berada dalam tanggung jawab notaris, ametunya notaris
bertanggung jawab atas terjadinya keterlambataelbei.

Dalam UUPT jelas dinyatakan bahwa perubahan amggdasar, baik
yang memerlukan persetujuan atau yang sifatnya ehgggmberitahuan harus
diproses ke Kementerian Hukum dan HAM, ketika nasgihang diuraikan di atas

timbul, maka muncul suatu pertanyaan bagaimanaatekgkuatan hukum akta

171Undcmg-Undang Tentang Perseroan Terbatas, op.cit
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tersebut apakah tetap merupakan akta otentik &ezaras otomatis menjadi akta
bawah tangan dan dapat dibatalkan atau bahkanuagdmtal demi hukum.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bakwgertian tentang
akta otentik itu disebutkan dalam pasal 1868 KUdRE’® dimana suatu akta
otentik harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh undangzugd

2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;

3. Mempunyai wewenang untuk membuat akta di tempait iakidibuat.
Selain mengacu pada pasal 1868 KUH Perdata, skatuodentik juga harus
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUgébagaimana disebutkan
dalam Pasal 1 point 7 dimana dikatakan bahwa:

“ Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuaeblatau di hadapan notaris

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan ddlamdang-Undang ini”.
Dengan demikian, untuk menilai apakah suatu akteupa&an akta otentik atau
bukan, baik UUJN® maupun pasal 1868 KUH Perdata harus dijadikangsgba
acuan.

Apabila akta yang dibuat tidak sesuai atau tidamenuhi persyaratan
yang telah ditentukan, maka tentunya ada sankshdbami diatur dalam UUJN.
Pada dasarnya sanksi terkait dengan pelanggaran disakukan oleh notaris
dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu:

1. Sanksi yang berakibat pada akta yang dibuatnya.

Sanksi ini diatur dalam Pasal 84 UUJN, dalam pesalikatakan bahwa

pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu akanakibagkan suatu akta

hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai aaveh tangan atau
menjadi batal demi hukum dan dapat menjadi alasag pihak yang
menderita kerugian untuk menuntut penggantian biggati rugi, dan
bunga kepada notaris. Yang dimaksud dengan pasal-@stentu menurut
pasal 84 adalah:

- Pasal 16 ayat (1) huruf i

PKitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op.cit

Undang-Undang Jabatan Notaris, op.cit
“Ibid
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memuat kewajiban notaris untuk mengirimkan daftda atau daftar
nihil yang berkenaan dengan waisat ke Daftar PudAisiat
Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya didpiklenotariatan
dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama petilan
berikutnya.

- Pasal 16 ayat (1) huruf k
Memuat kewajiban notaris untuk mempunyai cap/stémysng
memuat lambang negara Republik Indonesia dan adagriyang
melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempatuklukan yang
bersangkutan.

- Pasal 41
Memuat ketentuan bahwa apabila melakukan pelangdaraadap:

» Pasal 39, yang memuat ketentuan tentang syaredtay@uk
menjadi penghadap yaitu minimal berusia 18 (deldpslas)
tahun atau telah menikah dan ketentuan tentanghpeiag
yang harus dikenal oleh notaris atau diperkenakegpadanya
oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berusianmini8
(delapan belas) tahun atau telah menikah dan caktgkukan
perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh penghadapyg,
dan ketentuan bahwa pengenalan tersebut harustutitiesn
dalam akta.

 Pasal 40, yang memuat ketentuan pembacaan akta yang
dibacakan oleh notaris, paling sedikit dihadiritol2 (dua)
orang saksi, kecuali ditentukan lain oleh peratyarmundang-
undangan dan memuat ketentuan tentang syarat-syak
menjadi saksi yaitu:

- minimal berusia 18 (delapan belas) tahun atantelenikah;
- cakap melakukan perbuatan hukum;

- mengerti bahasa yang digunakan dalam kata;

- dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf;

- tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubudgaah

dengan notaris atau para pihak.
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Saksi tersebut harus dikenal oleh notaris ataurkipalkan
oleh penghadap dan pengenalan tersebut harus alayat
secara tegas dalam akta.
maka akta yang dibuat hanya mempunyai kekuatan yidiah
dibawah tangan.
- Pasal 44
Memuat ketentuan bahwa akta yang telah dibacakans hsegera
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi darrisiotgpabila ada
penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda taymamaka dia
harus menyebutkan alasannya dan hal tersebut dkgrasecara tegas
dalam akta.
- Pasal 48
Memuat ketentuan bahwa isi akta tidak boleh dirutatabila ada
perubahan, maka perubahan itu hanya sah bila geaobgtersebut
diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh hpedap, saksi dan
notaris.
- Pasal 49
Memuat tentang ketentuan bahwa setiap perubahana&ta dibuat
disisi kiri akta atau dibuat pada akhir akta, setvepenutup dengan
menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisidkambar
tambahan, apabila perubahan dilakukan tanpa tata gang
disebutkan maka perubahan tersebut batal.
- Pasal 50
Memuat ketentuan bahwa apabila terjadi pencoretaka hal tersebut
dilakukan sedemikian rupa sehingga apa yang tetained tetap dapat
terbaca, pencoretan tersebut sah apabila dipanaf dilzeri tanda
pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notamigada penutup
setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencodetampenambahan.
- Pasal 51
Memuat ketentuan tentang kewenangan notaris unteinbatulkan
kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang patdpada minuta

yang telah ditandatangani, yang dilakukan dengambpeatan akta
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berita acara dan memberikan catatan tentang lslter pada minuta
akta asli, dan salinan dari akta berita acaraletseajib disampaikan
kepada para pihak.

- Pasal 52
Memuat ketentuan tentang larangan notaris untuk bmetmakta untuk
diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang npemyai hubungan
kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinawupun
hubungan darah dalam garis lurus ke bawah danksdaatas tanpa
pembatasan derajat, serta ke samping sampai defegajat ketiga,
atau menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dakmtu kedudukan
ataupun dengan perantaraan kuasa. Namun, hadadki ierlaku dalam
hal penjualan dimuka umum.

2. Sanksi yang berakibat pada jabatan notaris ituisend

Sesuai dengan ketentuan pasal 85 UtJNsanksi yang berakibat pada

jabatan notaris itu sendiri dapat berupa:

a. Teguran lisan;

b. Teguran tertulis;

c. Pemberhentian sementara;

d. Pemberhentian dengan hormat; atau

e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut dapat dijatunkankan apaila@ris melakukan

pelanggaran terhadap pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 7
Memuat ketentuan tentang kewajiban notaris yanghtalisumpah
untuk menjalankan jabatannya secara nyata, menykampderita
Acara Sumpah kepada menteri, organisasi notaris kiapelis
Pengawas Daerah, dan menyampaikan alamat kantotphcdanda
tangan dan paraf, serta teraan cap/stempel berwagmah kepada
Menteri dan Pejabat lain yang bertanggung jawabidaiig
agraria/pertanahan, organisasi notaris, ketua piaganegeri, Majelis
Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di denmotaris

176Undang—Undomg Jabatan Notaris, op.cit
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diangkat, dalam jangka waktu paling lambat 30 (pg&uh) hari sejak
tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan notaris.

- Pasal 16 ayat (1) huruf a
Memuat ketentuan tentang kewajiban notaris untuilisebertinak
jujur dan tidak berpihak serta menjaga kepentingi@ak yan terkait
dalam perbuatan hukum.

- Pasal 16 ayat (1) huruf b
Memuat ketentuan tentang kewajiban notaris untukmiumt akta
dalam bentuk minuta dan menyimpannya sebagai bagiarprotokol
notaris.

- Pasal 16 ayat (1) huruf c
Memuat kewajiban notaris untuk mengeluarkan gradde, salinan
akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.

- Pasal 16 ayat (1) huruf d
Memuat kewajiban notaris untuk memberikan pelayars@suali
dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasatk amenolaknya.

- Pasal 16 ayat (1) huruf e
Memuat ketentuan tentang kewajiban notaris untukahesiakan
segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yangtayudan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan aktabtdrs&ecuali
ditentukan lain olah Undang-Undang.

- Pasal 16 ayat (1) huruf f
Memuat ketentuan tentang kewajiban notaris untukjiiteakta yang
dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku dancatan jumlah
minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya padawdaetiap buku.

- Pasal 16 ayat (1) huruf g
Memuat kewajiban notaris untuk membuat daftar @dtia protes
terhadap dibayar atau tidak diterimanya surat lvgeha

- Pasal 16 ayat (1) huruf h
Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat.
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- Pasal 16 ayat (1) huruf i
Mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihilngaberkenaan
dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemeg tagas dan
tanggung jawabnya dibidang Kenotariatan paling &ndalam waktu
5 (lima) hari pada minggu pertama bulan berikutnya.

- Pasal 16 ayat (1) huruf j
Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftasiat pada
setiap akhir bulan.

- Pasal 16 ayat (1) huruf k
Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang neganauliRke
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya diaiis nama,
jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

- Pasal 17
Memuat tentang larangan-larangan notaris antanajddiatan-jabatan
yang tidak boleh dirangkap oleh notaris, larangatuki menjalankan
jabatan di luar wilayah jabatannya dan lain-lain.

- Pasal 20
Memuat tentang ketentuan bahwa notaris diperbofehkatuk
menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikataiaze

- Pasal 27
Memuat ketentuan tentang tata cara pengajuan ciaiis

- Pasal 32
Memuat ketentuan tentang kewajiban notaris yangjaterkan cuti
untuk menyerahkan protokol kepada notaris pengganti

- Pasal 37
Memuat ketentuan tentang kewajiban notaris untukmbegikan
pelayanan atau jasa hukum di bidang kenotariatpadee orang yang
tidak mampu secara cuma-cuma.

- Pasal 54
Memuat Kketentuan bahwa notaris hanya dapat menaperik
memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, gr@dda, salinan
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akta atau kutipan akta kepada orang yang berkeyggmti langsung
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundamdangan.
- Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60
Memuat ketentuan tentang kewajiban notaris yangditan dengan
pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokaisiota
Jika dikaitkan kembali dengan permasalahan mengekiai notaris yang
terlambat diproses ke Kementerian hukum, makarhderkait dengan Pasal 84
UUJIN'"’ dimana seperti yang telah diuraikan diatas, pgjaran terhadap pasal-
pasal yang disebutkan dalam Pasal 84 akan mengekibakta yang dibuat
hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawalricatgu batal demi hukum.
Dalam Pasal 1 ayat 1 UUPT disebutkan bahwa Perseroan Terbatas
merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasaplerjanjian, wujud dari
perjanjian ini adalah anggaran dasar. Dengan damikaka pasal 1320 KUH
Perdata berlaku untuk anggaran dasar PT. Dalaml 828 KUH Perdata
disebutkan bahwa:
untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat azar
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Dari keempat syarat tersebut, apabila syarat pertaan/atau kedua tidak
dipenuhi maka perjanjian yang telah dibuat dapbatdikan, dapat dibatalkan
disini artinya pihak-pihak yang merasa dirugikaasaperjanjian tersebut dapat
meminta pembatalan atas perjanjian tersebut, tamganya permintaan
pembatalan, perjanjian tersebut tetap dianggapBineda dengan pelanggaran
pada syarat pertama dan kedua, apabila yang ddangdalah syarat ketiga
dan/atau syarat keempat, maka perjanjian yang tilalat menjadi batal demi
hukum atau dianggap tidak pernah ada, artinya megjatersebut batal dengan
sendirinya tanpa harus dimintakan pembatalan.
Dengan demikian, anggaran dasar dari Perseroans haremenuhi

keempat syarat diatas, apabila terjadi pelanggeaala salah satu atau lebih dari

177Undcmg-Undang Jabatan Notaris, op.cit

178Undang—Undomg tentang Perseroan Terbatas, op.cit.
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keempat syarat diatas, maka akan berakibat padss&iean anggaran dasar PT
yang bersangkutan yang pada akhirnya juga akamimgak pada keabsahan akta
notaris yang memuat anggaran dasar tersebut.

Dalam hal akta tersebut terlambat diproses ke Késnian Hukum dan
HAM, menurut pendapat penulis, akta tersebut tetsgupakan suatu akta
otentik, selama akta tersebut memenuhi ketentulamd{UH Perdata terutama
Pasal 1320 dan Pasal 1868serta UUJN, yaitu tidakpathnggaran yang terjadi
terhadap pasal-pasal yang disebutkan dalam pasalH84 ini dikarenakan,
menurut pendapat penulis, otentisitas suatu aktnd hal ini akta perubahan
anggaran dasar tidak dipengaruhi oleh proses pesgu ke Kementerian Hukum
dan HAM.Perbuatan hukum yang dicantumkan dalam #ktsebut tetap sah,
selama akta tersebut memenuhi ketentuan perundadagigan yang berlaku
maka akta tersebut tetap merupakan akta otentik.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, notamgabggung jawab untuk
mengurus persetujuan atau pemberitahuan perubaitggaran dasar PT kepada
Kementerian Hukum dan HAM. Apabila suatu akta peh#m anggaran dasar
terlambat diajukan kepada kementerian Hukum dan HAMka permohonan
persetujuan atau pemberitahuan atas perubahan rangdasar tersebut tidak
dapat diajukan atau disampaikan kepada Ménterketika melakukan akses atas
akta yang telah lewat jangka waktu, secara otorseétiem SABH akan langsung
menolak setelah kita memasukkan tanggal dan nokteer a

Agar perubahan anggaran dasar dari PT yang bens@amgketap dapat
diproses ke Kementerian Hukum dan HAM, dapat ditakddh RUPS atau akta
PKR yang menegaskan kembali perubahan anggaran téasebut.Disebut akta
penegasan karena isi dari akta tersebut adalalpdgrenegasan terhadap akta
terdahulu, isi keputusan RUPS dalam akta terdatdibantumkan kembali pada
akta penegasan ini.

Pembuatan akta penegasan ini sama seperti aktaisndtarena akta
penegasan memang sebenarnya merupakan akta npedasumumnya, hal ini
berarti pemegang saham dari PT yang bersangkutars kembali mengadakan
RUPS, dan sama seperti yang telah diuraikan sebglmapabila RUPS atas

179Undang—Undomg Tentang Perseroan Terbatas, op.cit, Pasal 21 ayat (9)
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penegasan akta terdahulu dibuat secara dibawalartamgaka RUPS tersebut
harus dinyatakan ke dalam akta notaris.Nomor dagg@ dari akta penegasan
inilah yang dibutuhkan agar dapat melakukan aks&BHS atas perubahan
anggaran dasar dari PT yang bersangkutan.

Dalam hal akta perubahan anggaran dasar tidak ddipabses ke
Kementerian Hukum dan HAM karena terlambat melakukakses dan
keterlambatan tersebut disebabkan karena kesaldhanpihak notaris, maka
sudah tentu notaris harus bertanggung jawab ataernsabut, bentuk nyata dari
tanggung jawab ini dapat dilakukan misalnya dengembebaskan klien dari
biaya pembuatan akta penegasan.

Dalam hal terjadi kesalahan yang dilakukan oleham®tpada akta
perubahan anggaran dasar, baik kesalahan prosedibuptan ataupun kesalahan
pada isi akta, yang mengakibatkan akta tersebuyshamempunyai kekuatan
pembuktian dibawah tangan, atau batal demi hukwm,tdiak dapat diproses ke
Kementerian Hukum dan HAM, maka pihak yang mendekierugian dapat
menuntut pertanggung jawaban notaris berupa petigganaya, ganti rugi dan

bunga. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam BadaUJN*2°

180Undang—Undomg Jabatan Notaris, op.cit
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BAB |1
KESIMPULAN DAN SARAN

3.1.Kesmpulan
Berdasarkan uraian penulis pada bab sebelumnya,a mad&pat
disimpulkan:
1. Peran Notaris dalam perubahan anggaran dasar addabai berikut:

a. Membuat akta perubahan anggaran dasar, undanggrfanyang
mensyaratkan bahwa “Perubahan anggaran dasar Haryatakan
dalam akta Notaris dalam bahasa indoné$ia’Apabila perubahan
Anggaran Dasar tersebut tidak dimuat dalam aktaamidot maka
perubahan tersebut harus dinyatakan dalam aktaistfta

b. Apabila RUPS perubahan anggaran dasar dibuat deaidgarNotaris,
maka:

- Sebelum penyelenggaraan RUPS,
Notaris berperan untuk memastikan bahwa panggileiaht
dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuaimdaeng-
undangan yang berlaku dan mengetahui agenda yamag ak
dibicarakan dalam RUPS.

- Pada saat penyelenggaraan RUPS,

1) Notaris berperan untuk memastikan bahwa pemegang
saham yang hadir berhak hadir dan memberikan suara,
apabila pemegang saham memberikan kuasa, makasnotar
harus memastikan bahwa kuasanya sah.

2) Memastikan dengan pemegang saham yang hadir apakah
Rapat dapat dilangsungkan atau tidak, dan apaailinya
dalam RUPS ada keputusan yang diambil secara voting
maka Notaris harus melakukan perhitungan dan
menginformasikan keputusan apa yang harus diambil

berkaitan dengan hasil perhitungan.

lpasal 21 ayat (4) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Op.cit

¥bid, Pasal 21 ayat (5)
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c. Mengajukan perubahan anggaran dasar tersebut kéfedanterian
Hukum dan HAM, pengurusan perubahan anggaran dResaeroan
kepada Kementerian Hukum dan HAM hanya dapat didakuoleh
notaris, mengingat hal ini dilakukan melalui onelisistem yaitu

SABH dan hanya notaris yang memiliki akses ke de#BH.

2. Tanggung jawab Notaris terhadap akta Perubahan akaggdasar yang

terlambat diajukan ke Kementerian Hukum dan HAMngalisebabkan

karena keslahan dari pihak notaris,adalah dengambmigaskan biaya

untuk pembuatan akta RUPS atau akta Pernyataan tu&spu Rapat

(PKR) yang menegaskan kembali keputusan perubahggaean dasar

tersebut.

Keterlambatan pengajuan perubahan anggaran dgsad&«éementerian

Hukum dan HAM dapat disebabkan karena berbagai mata antara

lain:

- Ketidak cocokan data Perseroan dengan data yangikdirmleh
Kementerian Hukum, seperti ketidakcocokan nomoteékkhir;

- Masih adanya akses atas Perseroan tersebut dis\laiaryang belum
selesai;

- Kesalahan Notaris.

sanksi terkait keterlambatan atas pengajuan aktdbgakan anggaran dasar

tersebut adalah akta tersebut tidak dapat diakses.

Terkait dengan akibat hukum terhadap akta yand tithgpat diproses ke

Kementerian Hukum, maka akta tersebut tetaplah padan akta otentik,

selama akta tersebut memenuhi ketentuan perundatagigan dan sesuai

dengan prosedur.

3.2. Saran

Mengingat pengajuan perubahan anggaran dasar ®anséerbatas ke
Kementerian Hukum dan HAM ada jangka waktunya, msébaiknya

sebelum dilakukan RUPS ada baiknya dipastikank#rldahulu, bahwa
Perseroan tersebut tidak sedang memiliki akses®\BHsdan apabila pada
saat melakukan akses nantinya terdapat masalatadetsga base yang
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ada di SABH, maka harus segera diklarifikasi ke Kptarian Hukum dan
HAM, agar jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terplenu

- Berkaitan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) parigajuan perubahan
anggaran dasar kepada kementerian Hukum, sebailalgemUUPT perlu
dibuat pembatasan, berapa kali maksimal suatu pbambanggaran dasar
dapat ditegaskan dalam suatu akta PKR atau aktaSRd&ar jangka
wkatu tersebut lebih diperhatikan dan jangan sarspatu akta perubahan
anggaran dasarditegaskan berulang kali karena raenigeeterlambatan.

- Terkait dengan batas waktu tersebut diatas, makaeKgerian Hukum dan
HAM perlu menjaga agar SABH selalu dapat beropedasigan balik,
sebab apabila terjadi kerusakan pada sistem SABM, i dapat
menghambat akses yang dilakukan oleh Notaris, padg akhirnya dapat

mengakibatkan keterlambatan pengajuan akta peantaiggaran dasar.

Universitas Indonesia

Peran dan tanggung..., Melissa Lousiana, FH Ul, 2012.



74

DAFTAR REFERNS

A. Buku-buku

Ali, Chidir,Badan Hukumcet. Kedua Bandung: PT Alumni, 1991.

C.S.T. KansiPokok-Pokok Badan Hukugkarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Fatahna, Muchlis dan Joko Purwanto,Nimtaris Bicara Soal Kenegaraan
Jakarta: Watampone Press, 2003.

Fuady, MunirPerseroan Terbatas, Paradigma BarBandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2003.

Harahap,M. Yahy&ukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadil@etakan ke-4, Jakarta:
Sinar Grafika, 2006

Mamudji, Sriet al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukuibepok: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Muhammad, AbdulkadiHukum Perseroan di Indonesidandung: PT Citra
Aditya Bakti, 1996.

Notodisoerjo, R. Soegonddukum Notariat di Indonesjé&uatu Penjelasan,
Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Rido, R. AliBadan Hukum dan Kedudukan badan Hukum Perseroan,
Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakakt.kedua, Bandung: PT.
Alumni, 2004.

Rusli, HardijanPerseroan Terbatas dan Aspek Hukummg.kedua, Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1997.

R. Soesantdugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notdgementarg)
Jakarta: Pradnya Paramitha,1978.

Sasongko,HariHukum Pembuktian Dalam Perkara PerdaBandung: Mandar
Maju, 2005.

Sastrawidjaja, Mans, dan Rai Man®lerseroan Terbatas menurut 3 Undang-
Undang cet.Pertama, Bandung: PT Alumni, 2008.

Setiawanineka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perd8@ndung: Alumni,
1992.

Tobing, Lumban, G.H.Peraturan Jabatan Notarjxet. Keempat, Jakarta:

PT Gelora Aksara Pratama, 1996.

Universitas Indonesia

Peran dan tanggung..., Melissa Lousiana, FH Ul, 2012.



75

Usman, Rachmaddimensi Hukum Perusahaan Perseroan TerbaBasdung:
PT. Alumni, 2004.

Widjaja, I.G.RaiHukum PerusahaarCet.7. Jakarta: Kesaint Blanc, 2007.

Tan, Thong KieStudi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notadst. Pertama,
Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Widjaja, Gunawanl50 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terhatets Kedua,
Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Wilamarta, MisaharditHak Pemegang Saham Dalam Rangka Good Corporate
Governancecet. Kedua, Jakarta: Program Pascasarjana, Bakditkum
Universitas Indonesia, 2005.

B. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetkp Diterjemahkan
oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakartaadhya Paramitha, 2001.

Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris. UU No&tun 2004. LN No. 117
Tahun 2004. TLN. No. 4432.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan TerkadtadNo.40 Tahun 2007.
LN No. 106 Tahun 2007. TLN. No. 4756.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Riplidonesia ditetapkan
tanggal 22 Maret 2011 Nomor M.Hh-01.Ah.01.01 TalA@il Tentang
Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan BadammHDan
Persetujuan  Perubahan @ Anggaran Dasar Serta Pengampa
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubalta Perseroan
Terbatas.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal danadgandeuangan tanggal
14 Mei 2008 nomor Kep-179/BL/2008 tentang Pokokelolnggaran
Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Biaisifat
Ekuitas dan Perusahaan Publik Nomor IX.J.1

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ManusepuRlik Indonesia
tanggal 31 Januari 2001 nomor M-02.HT.01.01.Tahd@dl2entang Tata
Cara Penyampaian Laporan Perubahan Anggaran Daseser®an

Terbatas.

Universitas Indonesia

Peran dan tanggung..., Melissa Lousiana, FH Ul, 2012.



76

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republdoniesia tanggal 16
September 2009 nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentangldadan Atas
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesianddo 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usadraagangan.

Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/R/KII/2006/01, tanggal
28 Desember 2006 Panduan Umum Tata Cara HubungarK®gasama
Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Jabatan Notaris, Ord.stbl.1860 no.3,irhaléaku tanggal 1 Juli 1860.

C. Artikel

Dadang Sukandar, “Anggaran Dasar Perseroan Tetpatas
http://dadangsukandar.wordpress.com/2011/04/10&agedasar-
perseroan-terbatas/, diunduh pada tanggal 22 Mei.20

Gede, “Piercing The Corporate Veil”, http://Qodogspot.com/2011/03/piercing-
corporate-veil.html. diunduh pada tanggal 13 Jar2(xi2.

“Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”, http://legakakem/rapat-umum-
pemegang-saham-rups/, diunduh pada tanggall FeBaizst.

Daniel/Neni “Peningkatan Investasi Melalui Reform8srokrasi “(wawancara
denganDirjen AHU),
http://ditienahu.kemenkumham.go.id/index.php/pekatgn-investasi-
melalui-reformasi-birokrasi-wawancara-dengan-digém, diunduh pada
tanggal 12 Maret 2012.

Universitas Indonesia

Peran dan tanggung..., Melissa Lousiana, FH Ul, 2012.



	Halaman judul
	Abstrak
	Daftar isi
	Bab I
	Bab II
	Kesimpulan dan Saran
	Daftar pustaka

